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Ahmad (B11111439) Kebijakan Hukum Pidana Terhadap
Whistleblower dan Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
dibawah bimbingan dan arahan Bapak Slamet Sampurno selaku
Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa selaku Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana
yang diberikan pemerintah kepada seseorang yang ingin menjadi
whistleblower dan justice collaborator tindak pidana korupsi, dimana
kebijakan hukum pidana tersebut diterapakkan dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 sebagai penyempurna dari kelemahan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan beberapa peraturan lainnya. Berkaitan
dengan besarnya apresiasi pemerintah yang diberikan dalam bentuk
perlindungan dan penghargaan, maka perlu kiranya diketahui seberapa
penting peran dari seorang whistleblower dan justice collaborator dalam
mengungkap tindak pidana korupsi utamanya dalam membantu sistem
peradilan pidana di negara kita.
Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban.Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder.Selain
itu teknik pengumpulan data primer juga dilakukan dengan cara wawancara
secara langsung pihak yang bersangkutan yang kemudian dianalisis secara
deskriptif. Data yang diperoleh kemudian diolah dan ditinjau berdasarkan
rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat
diperoleh gambaran yang jelas dan kongkrit terhadap objek yang dibahas
secara kualitatif dan selanjutnya disajikan deskriptif yaitu menjelaskan,
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang
erat kaitannya dengan penelitian ini.
Berdasarkan pembahasan dan fakta menunjukkan bahwa kebijakan
hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
mengalami perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan
undang-undang sebelumnya terutama ketentuan yang mengatur tentang
whistleblower dan justice collaborator, terlepas dari beberapa
permasalahan berdasarkan analisa dari penulis. Kebijakan hukum pidana
yang terdapat dalam undang-undang terbaru tersebut sepenuhnya
memberikan keistimewaan berupa perlindungan, perlakuan khusus, dan
penghargaan kepada whistlrblower dan justice collaborator.Pemberian
keistimewaan tersebut diberikan mengingat pentingnya peran dari
keduanya dalam membantu sistem peradilan pidana di negara kita dalam
hal mengungkap dan membongkar kasus tindak pidana korupsi.
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A. Latar Belakang Masalah
Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan
kata lain, konstitusi UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi
yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan dan
pemerintahan Indonesia. Prinsip negara hukum dilihat dari aspek
pelaksanaan hukum mengandung arti segala tindakan pemerintah dan
tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dengan demikian didalam penyelenggaraan pemerintahan, segala
tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan asas umum pemerintahan
yang baik.
Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan
demokratis, dan terlindunginya hak azasi manusia, serta kesejahteraan
yang berkeadilan. Sebagai negara hukum, Indonesia sampai sekarang
belum juga sampai ke tahap cita-cita negara hukum. Berbagai potret
menunjukkan rendahnya kualitas dan profesionalitas aparat penegak
hukum, termasuk dalam hal upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi musuh kita
bersama di Indonesia. Korupsi seringkali dipandang oleh masyarakat
2sebagai perbuatan yang ditentang dan dikutuk, dicaci dan dimaki, serta
digambarkan sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan berkaitan dengan
keserakaan, dan ketamakan sekelompok masyarakat dengan
menggunakan harta negara serta melawan hukum, penyalahgunaan
jabatan serta perbuatan lain yang dipandang sebagai hambatan dan
gangguan dalam membangun negara.
Fenomena mengenai budaya korupsi di negeri ini sedang merajalela.
Korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antara
penyelenggara negara, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti keluarga,
kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dapat membahayakan
eksistensi atas fungsi penyelenggaraan Negara.
Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri.Perilaku
korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks.Faktor-faktor
penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa
berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk
melakukan korupsi. Oleh karena itu, sistem administrasi pemerintah harus
segera dibenahi agar tidak memberikan celah untuk melakukan tindak
pidana korupsi.
Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan
karakter sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Paling tidak
ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai extra ordinary
3crime. Pertama, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang
dilakukan secara sistematis. Kedua, korupsi biasanya dilakukan dengan
modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya.
Ketiga, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Keempat, korupsi
adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena
keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dikaji dari perspektif yuridis, maka tindak pidana korupsi merupakan
kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) seperti dikemukakan oleh
Romli Atmasasmita, sebagai berikut:
Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik
dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya
secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi
di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan
sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra-ordinary crimes).
Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat
merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde
Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan
perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.1
Penentuan seperti itu sering diikuti oleh sikap apatisme akan
kemampuan sistem hukum dan budaya yang ada untuk memberantas
korupsi. Akibatnya, orang dapat berasumsi dalam bentuk refleksi bahwa
ketidakmampuan dan kegagalan hukum pidana dan sistem peradilan
pidana. Hukum dan sistem peradilan pidana dianggap tidak saja telah gagal
1 Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia,
Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002,
hlm. 25
4melaksanakan fungsi represif dengan membawa para pelaku ke
pengadilan, melainkan juga tidak berhasil mengendalikan laju peningkatan
dalam tindak pidana korupsi.
Mengingat kejahatan tindak pidana korupsi senantiasa dilakukan
secara berjamaah, dan dilakukan oleh orang-orang yang tergolong memiliki
kecerdesan tinggi, sehingga dalam mengungkap pelakunya terkadang
mengalami hambatan dalam menentukan barang bukti dan alat bukti untuk
menyeret para pelaku terutama pelaku utama. Sehingga menurut penulis,
salah satu terobosan yang dilakukan oleh hukum pidana yaitu dengan
mencoba memberikan peluang kepada saksi yang mengetahui adanya
tindak pidana korupsi tersebut untuk segera melaporkan kepada penegak
hukum dengan kompensasi akan diberikan perlindungan dan keistimewaan
hukum, saksi ini lebih dikenal dengan istilah whistle blower. Begitu halnya
dengan pelaku tindak pidana tersebut, mereka diberikan peluang untuk
menjadi saksi dan mau bekerjasama dengan penegak hukum, bentuk
apresiasinya adalah mereka bisa dipertimbangkan untuk diberikan
perlindungan dan keringanan hukuman, saksi yang bekerjasama ini biasa
disebut justice collaborator.
Penggunaan whistle blower dan justice collaborator dalam peradilan
pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa dapat digunakan
untuk membantu upaya memberantas tindak pidana korupsi, karena whistle
blower adalah orang yang mengetahui tindak pidana tersebut yang
termasuk dalam jaringan yang biasanya merupakan karyawan untuk
5memberanikan diri melaporkan tindak pidana tersebut kepada penegak
hukum, sedangkan justice collaborator dilakukan banyak pelaku, dan
pelaku itu bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Peranan
saksi sebagai whistle blower dan justice collaborator sangat penting
diperlukan dalam rangka proses pengungkapan tindak pidana korupsi.
Whistle blower adalah orang yang mengetahui dan memiliki banyak
informasi akan tindak pidana korupsi tersebut yang sama sekali tidak
terlibat di dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan justice collaborator itu
sendiri tidak lain adalah orang terlibat didalam kejahatan tersebut atau
pelaku minor dalam jaringan tindak pidana tersebut yang digunakan untuk
mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat
tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam
tindak pidana korupsi tersebut. Bertolak dari hal tersebut perlu dikaji dan
diteliti lebih dalam berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang
mengatur tentang whistle blower dan justice collaborator tindak pidana
korupsi di Indonesia.
Sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), penanganan
tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa.Pemberantasan
tindak pidana korupsi yang dilakukan secara biasa atau kovensional selama
ini terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala. Hal tersebut
disebabkan karena virus korupsi tidak saja menyerang badan eksekutif dan
legislatif, melainkan juga menyeruak pada kalangan yudikatif yang
dilakukan oleh hakim, kejaksaan dan kepolisian sebagai institusi penegak
6hukum, oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum
secara luar biasa untuk memberantas korupsi.
Perlunya penanganan secara luar biasa dalam pemberantasan tindak
pidana korupsi disebabkan karena tindak pidana korupsi dilakukan oleh
orang-orang berdasi atau orang yang memiliki intelektualitas tinggi (white
collar crime) dan dilakukan dalam suatu jaringan kejahatan yang
terorganisasi (organized crime) dan terstruktur sedemikan tertutupnya
dengan berbagai macam modus operandi sehingga menimbulkan kesulitan
oleh aparat penegak hukum dalam hal pemberantasannya. Salah satu cara
yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum adalah dengan bantuan
dari orang dalam yang juga terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut.
Pada zaman modern ini, ketika tindak pidana korupsi dilakukan secara
luar biasa oleh orang-orang yang luar bisa pula, maka dari itu sangat
diperlukan juga suatu kebijakan dari hukum pidana yang luar biasa,
termasuk dalam memanfaatkan whistle blower dan justice collaborator
sebagai salah satu jurus jitu yang luar biasa dalam mengungkap pelaku
tindak pidana korupsi, dan sedikit membantu pengungkapan tindak pidana
korupsi.
Berhubungan dengan perannya dalam membantu instansi penegak
hukum dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi sangatlah penting
disertai dengan keistimewaan yang begitu besar sehingga diperlukan
integritas dan sikap profesionalitas dari instansi penegak hukum untuk
7obyektif dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana korupsi
termasuk kejeniusannya dalam mempengaruhi pelaku untuk bekerja sama,
begitupun kecerdasannya dalam menentukan predikat seorang whistle
blower dan justice collaborator , dimana penetapan tersebut tanpa adanya
intervensi dari siapapun dan kepentingan politik apapun.
Oleh karena itu, penulis mengambil inisiatif untuk menggali dan
meninjau lebih dalam mengenai kebijakan hukum pidana untuk
memaksimalkan peran dari whistle blower atau pelapor dan saksi pelaku
yang bekerjasama atau justice collaborator dalam membantu penegak
hukum untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang cenderung tertutup
dan terorganisir, serta bagaimana prosedur hukum dalam menentukan
seorang whistle blower dan justice collaborator, tentunya dengan
mengaitkan undang-undang yang mengatur hal tersebut.
Dengan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis membuat
suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP WHISTLE BLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR
TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UU NOMOR 31 TAHUN
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”
8B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah di uraikan
diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi
ini adalah:
1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap whistle blower dan justice
collaborator tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31
tahun 2014?
2. Bagaimana peranan whistle blower dan justice collaborator tindak
pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana?
C. Tujuan Penelitiaan
Sehubungan dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan
penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap whistle blower dan
justice collaborator tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui peranan whistle blower dan justice collaborator tindak
pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana.
D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak-
pihak yang berkompeten di bidang hukum terutama berkaitan dengan
masalah justice collaborator dalam tindak pidana korupsi pada khususnya,
maupun tindak pidana pada extra ordinary crime pada umumnya. Dan juga
9sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai
kebijakan hukum pidana dalam hal upaya pemberantasan tindak pidana
korupsi dengan memaksimalkan peran dari saksi pelaku yang mau





1. Pengertian Hukum Pidana
Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan
dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh
dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau
sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan dan dalam hal-halapa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi
pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah
melanggar larangan tersebut.2
Sedangkan hukum pidana menurut Adami Chazawi dalam bukunya
Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Menyatakan bahwa hukum pidana itu
adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan
tentang:
2 Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana.Jakarta:PT. Rineka Cipta, hlm 1.
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a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan
dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif
maupun pasif/ negative) tertentu yang disertai dengan ancaman
sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;
b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada
bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang
diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan
negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi,
Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai
pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara
menentukan, menja-tuhkan dan melaksanakan sanksi pidana
terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh
dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum
tersebut dalam usaha me-lindungi dan mempertahankan hak-
haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan
hukum pidana tersebut.3
Dalam hukum pidana juga dikenal istilah hukum pidana materiil dan
hukum pidana formil. Tirtamidjajamenjelaskan hukum pidana materiil dan
hukum pidana formil sebagai berikut:
a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat
pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang
dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas
pelanggaran pidana.
b. Hukum pidana formil adalah kumpulan antara hukum yang
mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap
3 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 2.
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pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan
kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil
diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta
mengatur cara melaksanakan putusan hakim.4
Dalam membagi hukum pidana dalam arti luas dalam arti luas
menjadi hukum pidana materiel dan hukum pidana formel, Simons
menunjukkan bahwa hukum pidana materiel mengandung petunjuk-
petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-
syarat hal dapat dipidananya seseorang (strafbaarheid), penunjukan orang
yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan
siapa dan bagaimana orang siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana.
Sedangkan hukum pidana formel menurut Simons, mirip dengan
dikemukakan oleh Van Bemmelen tersebut di muka yaitu mengatur tentang
caranegara dengan perantaraan para pejabatnyamenggunakan haknya
untuk memidana.5
2. Kebijakan Hukum Pidana
Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam
bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-
prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti
luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur,
dan menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat
4 Leden Marpuang, 2005, Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.
2.
5 Andi Hamzah, 1984, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 3.
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atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan
pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan umum yang mengarah
pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat
(warga negara).6
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap
istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu:
a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem
pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu
masalah) kebijakan.7
Menurut Mahfud, politik hukum sebagai legal policy yang akan atau
telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, meliputi:
a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan
pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai
dengan kebutuhan;
b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk
penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak
hukum.8
6 Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, hlm, 23-24.
7 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
Balai Pustaka, hlm, 780.




Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus
diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku agar sesuai dengan
kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu Ius constituendum (hukum
yang akan berlaku) dan berusahan agar Ius constituendum itu pada suatu
hari berlaku sebagai Ius constitutum (hukum yang berlaku yang baru).9
Begitupun pandangan dari Padmo Wahjono mengenai politik hukum
adalah:
Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat
mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang
akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum
sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang
berlaku di masa mendatang (Ius constituendum).10
Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari
politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik
hukum adalah:
a. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang
baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang
untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang
diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang
9 Abdul Latif dan Hasbih Ali, 2011, Politik Hukum, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm, 22-23.
10 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, hlm, 26-27.
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terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang
dicita-citakan.11
Menurut Marc Ancel, pengertian penal policy (Kebijakan Hukum
Pidana) adalah:
Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan
praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara
lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat
undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-
undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan
pengadilan.12
Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk
menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan.Hal ini
terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan
bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau
politik hukum yang dianut di Indonesia.Penggunaan hukum pidana
dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya
tidak lagi dipersoalkan.13
Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan
cara bertindak atau kebijakan dari negaradalam hal ini Pemerintah untuk
menggunakan hukum pidana dalammencapai tujuan tertentu, terutama
dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara
11 Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hlm, 24.
12 Barda Nawawi Arief, Op. Cit. hlm, 26.
13 Muladi, dan Bardan Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT
Alumni. Hlm. 156-157.
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maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah)
dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat
menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum
pidana atau politik hukum pidana.
B. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Berbicara tentang hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah
pokok yang menjadi titik perhatiannya, masalah pokok dalam hukum pidana
tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan
pidana serta korban.
Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang
sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih
condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh
pembentuk undang-undang.Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh
Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu
menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah
mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.14




14 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 49-50.
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c. dilarang oleh aturan pidana,
d. pelakunya diancam dengan pidana.15
Syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:
a. dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di
dalam rumusan delik;
b. dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
c. tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja
ataupun tidak dengan sengaja, dan
d. pelaku tersebut dapat di hukum. Sedangkan syarat-syarat
penyerta seperti dimaksud di atas merupakan syarat yang harus
terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur
yang terdapat di dalam rumusan delik.16
Oleh karena itu, menurut penulis setelah mengkaji berbagai definisi
diatas, maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya tindak pidana
merupakan perbuatan yang aturan hukum positif mengandung perintah dan
larangan yang disertai dengan sanksi, dimana dalam memaknai perbuatan
ini disamping perbuatan yang bersifat aktif, juga perbuatan yang bersifat
pasif.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
15 Sudrajat Bassar, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Bandung: Remadja Kayra CV, hlm. 2.
16 P.A.F Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,
Hlm. 18
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Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam
dari tindak pidana itu sendiri, maka perlu diketahu bahwa didalam tindak
pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana.
Mengenai masalah unsur tindak pidana ini menurut Lamintang
secara umum dibedakan atas unsur subyektif dan unsur objektif.Unsur
subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau
berhubungan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala
sesuatu yang terkandung didalam hatinya.Sedangkan unsur objektif adalah
unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu
didalam keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.
a. Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana meliputi :
i. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
ii. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam
Pasal 53 ayat (1) KUHP.
iii. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
iv. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam
Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan
terlebih dahulu.
b. Unsur-unsur obyektif tindak pidana meliputi :
i. Sifat melanggar (melawan, pen.) hukum.
ii. Kualitas dari si pelaku, seperti tercantum dalam Pasal 415
KUHP.
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c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai
penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.17
Selain berbagai teori yang telah dikemukakan diatas yang pada
umumnya membagi unsur tindak pidana ke dalam unsur objektif dan unsur
subjektif. Loebby Logman juga memberikan pendapat pendapatnya tentang
unsur-unsur tindak pidana.
Menurut Loebby Loqman unsur-unsur tindak pidana sebagai meliputi
:
i. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
ii. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh
undang-undang;
iii. perbuatan itu dianggap melawan hukum;
iv. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; dan
v. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.18
Sementara Moeljatno dalam buku Amir Ilyas juga menguraikan
unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
i. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
ii. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman
oleh undang-undang;
iii. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan
hukum);
iv. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat
dipertanggungjawabkan;
v. Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada si pembuat.19
17 Ibid. Hlm. 193.
18 Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana.Yokyakarta: Rangkang Education Yogyakarta.
Hlm. 47.
19 Ibid. hlm. 47.
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3. Penyertaan dalam Tindak Pidana
Pada saat ini hampir semua tindak pidana melibatkan lebih dari
seseorang, terutama dalam tindak pidana korupsi. Artinya dalam
melakukan tindak pidana terdapat orang lain yang turut serta dalam
pelaksanaan tindak pidana, sehingga pertanggungjawabannya pun harus
dibagi diantara peserta karena mereka mengambil atau memberi
sumbangan dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak
pidana itu terlaksana.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu
tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih. Hubungan antara
peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-
macam, yaitu:
i. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan.
ii. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan
sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain
untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
iii. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan
orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.20
Sehubungan dengan itu, Utrecht mengatakan bahwa pelajaran
umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban
mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun
perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana
tersebut.Biarpun mereka bukan pembuat, dalam artian (perbuatan mereka
tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana), masih juga mereka
20 Teguh Prasetyo, Op. Cit., hlm, 203-204.
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(turut) bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka
atas dilakukannya peristiwa pidana itu, karena tanpa turut sertanya mereka
sudah sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.Inilah rasio Pasal
55 KUHP.21
Di dalam KUHP berkaitan dengan dengan masalah deelneming atau
penyertaan ini dibedakan:
1). Pelaku (dader) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.
Ketentuan Pasal 55 KUHP secara eksplisit menentukan siapa yang
disebut sebagai pelaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP
dibedakanmenjadi 4 macam pelaku, yaitu:
Pasal 55 ayat 1:
a. Orang yang melakukan (dader) sendiri.yang dimaksud disini
adalah orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana.
Sedangkan pelakunya adalah tunggal. Dalam tindak pidana yang
pelakunya tunggal orang yang melakukan adalah setiap orang
yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam
perumusan delik.
b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau middellijk
daderschap.
Istilah doenplegen dimaksudkan adalah seseorang yang
berkehendak melakukan suatu tindak pidana, tetapi ia tidak
melakukannya sendiri dengan menyuruh orang lain
melakukannya. Konstitusi yuridis menurut Sahetapy adalah
“orang yang menyuruh melakukan” tersebut harus memenuhi
syarat bahwa yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan menurut KUHP. Dengan kata lain dapat
dikatakan, orang yang “menyuruh melek” itu mempergunakan
orang lain “sebagai alat tak berkehendak”.
c. Orang yang turut melakukan (medeplegen) atau
mededaderschap.
21 E. Utrecht, 1994. Hukum Pidana II. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 9.
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Bentuk deelneming ini terjadi apabila beberapa orang bersama-
sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.
i. Apabila beberapa orang melakukan suatu perbuatan pidana
secara bersama-sama. Jadi dengan kekuatan dader sendiri.
ii. Antara (beberapa) orang yang secara bersama-sama
melakukan perbuatan pidana itu harus ada kesadaran bahwa
mereka bekerjasama. Kesadaran antara peserta tindak
pidana itu pada umumnya dianggap ada/timbul apabila
beberapa peserta itu sebelum melakukan suatu tindak pidana
melakukan perundingan/pemufakatan untuk melakukan
tindak pidana. Namun adanya perundingan/ pemufakatan
tersebut bukanlah syarat mutlak medepleger sudah dianggap
ada apabila antara peserta tindak pidana itu dengan sadar
bekerjasama pada waktu melakukan tindak pidana itu.
d. Orang yang membujuk/menggunakan orang lain (vitlokhing)
Yang dikatakan sebagai pembujuk/orang yang menggerakkan orang
lain adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu,
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kesempatan sarana
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan
perbuatan (pidana).22
2). Dalam Pasal 56 KUHP disebutkan bahwa seseorang akan dipidana
sebagai pembantu sesuatu kejahatan karena:
a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan
dilakukan.
22 A. Fuad Usfa, 2006. Pengantar Hukum Pidana. Malang: UMM Press. Hlm. 113-114.
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b. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu
kejahatan dilakukan atau keterangan untuk melakukan
kejahatan.23
C. Tindak Pidana Korupsi
1. Pengertian Korupsi
Kata korupsi berasal dari bahasa latin; Corrupti atau Corruptus yang
secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak
bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau
memfitnah. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti
Inggris: Corruptio, Corrupt; Perancis: Corruption; dan Belanda: Corruptie.
Dapat dikatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa
Indonesia: Korupsi.24
Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah
suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan
untuk diri sendiri. Akan tetapi menurut buku yang menjadi reverensi bagi
penulis pengertian korupsi sendiri yang juga dikutip dari kamus besar
Bahasa Indonesia pengertian korupsi sebaga berikut:
“Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atauperusahaan,
dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”25
23 Ibid, hlm, 115.
24 Andi Hamzah, 1994, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, hlm, 7.
25 Leden Marpaung, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Djambatan, hal, 5
24
Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah
dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo.UU No.
20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan
kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat
dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan
dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam
pengadaan, gratifikasi.Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci
mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.26
Prof. Sudarto mengatakan dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana
mengenai istilah korupsi,
Istilah korupsi berasal dari perkataan corruptio, yang berarti
kerusakan. Misalnya dapat dipakai dalam kalimat: Naskah Kuno Negara
Kertagama ada yang corrupt (=rusak).”27
Lebih lanjut Prof. Sudarto menjelaskan bahwa perkataan korupsi
semula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama
kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/1957 tentang
pemberantasan korupsi.
Menarik sekali apa yang disebut dalam peraturan itu, yakni:
a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk
kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain. Atau untuk
kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung
26 Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk
Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm, 19-20.
27 Prof. Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 114.
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menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian
negara.
b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang
menerima gaji atau upah dari keuangan negara di daerah
ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan
negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan
atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya
oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa
keuntungan keuangan atau materil baginya.28
2. Tindak Pidana Korupsi
Baharuddin Lopa dalam bukunya menegaskan bahwa Tindak pidana
korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi
dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan
kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan
keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil,
sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi
pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau
campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi
pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang
bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah”.29
28 Ibid., hlm.115-116
29 Siti Maryam, 2012, Pengertian Tindak Pidana Korupsi,
http://sitimaryamnia.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html, diakses pada tanggal
12 Maret 2015.
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Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 31 tahun 1999 juncto
UU Nomor 20 tahun 2001 yang termasuk dalam tindak pidana korupsi
dijelaskan dalam beberapa rumusan pasalnya sebagai berikut:
a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal
2);
b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara (Pasal
3);
c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri mengingat
kekuasaan atau wewenangnya yang melekat pada jabatan atau
kedudukannya, atau oleh oleh pemberi hadiah atau janji
dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal
13).
Berdasarkan rumusan-rumusan diatas, maka tindak pidana korupsi
merupakan perbuatan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain, atau suatu perusahaan dan menyalahgunakan
wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan yang
merugikan keuangan negara.
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Berdasarkan pengertian tindak pidana korupsi diatas, maka Penulis
mengambil kesimpulan bahwa pada hakikatnya korupsi adalah tindakan
setiap orang atau pejabat negara yang secara melawan hukum menerima
pemberian atau janji untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau
suatu perusahaan dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada
pada dirinya dengan tujuan tertentu yang dapat menimbulkan kerugian
keuangan negara.
D. Whistle blower dan Justice Collaborator
1. Pengertian Whistle blower dan Justice collaborator
Istilah justice collaborator dalam masyarakat umum sering dikaitkan
dengan whistle blower, meskipun sama-sama melakukan kerjasama
dengan aparat penegak hukum dalam hal memberikan informasi penting
terkait dengan kasus hukum.Akan tetapi keduanya memiliki status hukum
yang berbeda, whistle blower dapat diterjemahkan sebagai saksi pelapor,
sedangkan justice collaborator dapat diterjemahkan sebagai saksi pelaku
yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum.
Istilah inilah yang harus diluruskan terlebih dahulu, karena antara
justice collaborator dan whistle blower memiliki status hukum yang berbeda,
sehingga keduanya tidak dapat disamakan.Istilah whistle blower dan justice
collaborator kini kerap muncul dalam kasus korupsi yang ditangani oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi, istilah keduanya dikutip dari Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan Bagi
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Pelapor Tindak Pidana (Whistle blower) dan saksi pelaku yang
bekerjasama (Justice collaborator) didalam tindak pidana tertentu.
Istilah justice collaborator berasal dari bahasa Inggris yang diadopsi
dari Amerika yang tidak ditemui dalam KUHAP, namun istilah tersebut
sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia dengan menggunakan istilah
saksi mahkota. Namun, saksi mahkota memiliki perbedaan dengan saksi
dalam definisi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP.
Mengenai definisi saksi mahkota sendiri, penulis mengutip alasan
pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437
K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:
“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP
mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif
empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau
diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-
sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi
tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi
yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan
penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang
sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau
dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. DR.
Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi
dalam peristiwa penyertaan.”30
Pengertian justice collaborator menurut Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 4 Tahun 2011 adalah seseorang yang merupakan salah satu
30 Ilman Hadi. 2012. Defenisi Saksi Mahkota.
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota. Diakses
pada tanggal 12 Maret 2015.
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dari pelaku tindak pidana, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan
pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan
sebagai saksi di dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga
dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap
pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan
mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
Justice collaborator adalah pelaku yang bekerjasama yaitu orang baik
dalam status saksi, pelapor atau informan yang memberikan bantuan
kepada penegak hukum misalnya dalam bentuk pemberian informasi
penting, bukti- bukti yang kuat atau keterangan/kesaksian di bawah
sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana, di mana orang
tersebut terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut atau
bahkan suatu tindak pidana lainnya.31
Istilah justice collaborator dapat disebut juga sebagai pembocor
rahasia atau peniup pluit yang mau bekerjasama dengan aparat penegak
hukum atau partisipant whistle blower.Si pembocor rahasia haruslah orang
yang ada didalam organisasi yang dapat saja terlibat atau tidak terlibat
didalam tindak pidana yang dilaporkan itu.32
Selain istilah justice collaborator yang mulai tenar dalamkasus extra
ordinary crime terutama korupsi, maka ada istilah lain yang berbeda namun
selalu bergandengan dengan istilah justice collaborator, karena kehadiran
keduanya mampu menjadi terobosan dalam penanggulangan kejahatan
luar biasa yaitu whistle blower.
31 Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011, Perlindungan Terhadap Pelaku Yang
Bekerjasama (Justice Collaborator): Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan
Korban, Jakarta: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Hlm 3.
32 Firman Wijaya, 2012,Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif
Hukum, Jakarta: Pelaku, hlm, 11.
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Jika dilihat di Indonesia, pengertian whistle blower menurut PP No.71
Tahun 2000 adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak
hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan
bukan pelapor. Adapun istilah pengungkap fakta (whistle blower) dalam UU
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban tidak
memberikan pengertian tentang pengungkap fakta, dan berkaitan dengan
itu hanya memberikan pengertian tentang saksi. Adapun yang disebut
dengan saksi menurut UU No. 13 Tahun 2006 adalah orang yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu perkara
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, whistle blower diartikan sebagai
pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan
merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun
demikian dalam praktiknya kadang whistle blower juga terlibat dan memiliki
peran yang kecil dalam kejahatan tersebut. Banyak pandangan-pandangan
yang sering mengungkapkan bahwa whistle blower merupakan saksi
pelapor, atau orang yang melaporkan suatu tindak pidana korupsi atau
permufakatan jahat kepada aparatur penegak hukum atau penyidik.
Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka penulis mengambil
kesimpulan bahwa perbedaan mendasar antara whistle blower dan justice
collaborator terletak pada perannya masing-masing sebagai saksi, dimana
dalam whistle blower saksi ini bertindak sebagai pelapor yang sama sekali
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mengetahui kasus tersebut tapi tidak terlibat dalam tindak pidananya,
sedangkan justice collaborator adalah saksi yang mengungkap tindak
pidana tersebut sekaligus sebagai pelaku (bukan pelaku utama) dalam
tindak pidana itu.
2. Whistle blower dan Justice Collaborator dalam UU Nomor 31 Tahun
2014.
Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang perlindungan saksi
dan korban sama sekali tidak disebutkan kata-kata whistle blower dan
Justice collaborator. Akan tetapi berdasarkan pengertian kedua istilah
tersebut maka ditemukan kemiripan dengan pengertian pelapor (whistle
blower) dan saksi pelaku (justice collaborator).
Dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan pelapor atau istilah lainnya
whistle blower adalah orang yang memberikan laporan informasi, atau
keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan,
sedang, atau telah terjadi.
Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan saksi
pelaku atau istilah lainnya justice collaborator disebutkan saksi pelaku
adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan
penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang
sama.
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Tentu bukan persoalan mudah untuk menjadi whistle blower dan
justice collaborator karena bukan tanpa resiko bagi seseorang mengambil
pilihan berani meniupkan pluitnya, memukul kentongan, dan membocorkan
rahasia membongkar kejahatan. Sebagai orang dalam menjadi bagian dari
lingkungan tempat informasi yang dia bocorkan, tentulah sangat paham
mengenai apa dan bagaimana modus kejahatan yang selama ini
terbungkus rapi dan bersifat rahaisa bagi publik dan aparat hukum.33
Mengingat resiko dan tanggungjawab yang cukup besar untuk
menjadi seorang whistle blower dan justice collaborator, maka dari itu UU
31 tahun 2014 ini memberikan semacam penghargaan kepada mereka
yang mau menjadi whistle blower dan justice collaborator sebagai bentuk
peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan yang bersifat
extra ordinary crime.
Dalam Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2014 tersebut memberikan
perlindungan terhadap keduanya. Adapun yang diatur dalam pasal 10
tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 10 (1). Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat
dituntut secara hukum, baik perdata maupun pidana atas kesaksian
dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali
kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
33 Firman Wijaya. Op. Cit. Hlm, 14.
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Pasal 10 (2). Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi,
korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan
yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib
ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah
diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Ketentuan di atas adalah bentuk perhatian pemerintah untuk
mengajak masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan kejahatan yang
menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap bangsa dan Negara.
Sehingga suatu tindak pidana yang dilakukan secara berjamaah bisa
terungkap dan ditarik ke dalam Pengadilan.
E. Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti
1. Pengertian Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti
Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan
dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara
pidana selalu berdasarkan keterangan saksi.
Keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 27
KUHAP adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa
keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami seniri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu”.
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Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, dalam Pasal 1 butir 26
KUHAP disebutkan, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentikan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara
pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.
Yang dapat diperiksa sebagai saksi adalah orang yang melihat,
mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri secara langsung suatu
tindak pidana.Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran
seseorang bukan merupakan keterangan saksi. Keterangan saksi yang
satu dengan yang lain mempunyai nilai kebenaran apabila memiliki
persesuaian.34
Untuk keterangan saksi supaya dapat dipkai sebagai alat bukti yang
sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu:
a. Syarat Formil
Bahwa keterangan saksi hanya dianggap sah, apabila diberikan
memenuhi syarat formil, yaitu saksi yang memberikan
keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang
tidak di sumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan
penyaksian yang sah lainnya.
b. Syarat Materil
Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat
dianggap sah sebagai alat pembuktian (unus testis nulus testis)
karena tidak memenuhi syarat materiel, akan tetapi keterangan
seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat
pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.35
34 Yesmil Anwar, Adang. 2009. Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Widya Padjajaran. Hlm,
149.
35 Andi Sofyan, Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana.
Hlm, 239.
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Agar keterangan saksi tersebut sah menurut hukum harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
1) Pasal 160 ayat (3) KUHAP saksi harus mengucapkan sumpah
atau janji (sebelum memberikan keterangan).
2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang
saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan
alasan pengetahuannya (testimonium de auditu-keterangan
yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai
pembuktian).36
Keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan
pembuktian. Penilaian terhadap keterangan saksi bergantung kepada
hakim dimana hakim bebas, tetapi bertanggungjawab menilai kekuatan
pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki.37
2. Jenis Keterangan Saksi dan Kekuatan Pembuktiannya
Menurut D. Simons dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa:
“Suatu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat
membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi yang berdiri
sendiri tidak dapat membuktikan suatu kejadian tersendiri”.
Sedangkan Yahya Harahap mengungkapkan bahwa:
Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat 2 KUHAP, keterangan
seorang saksi saja belum dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup
untuk membuktikan kesalahan terdakwa (unus testis nullus testis). Ini
berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari
seorang saksi saja tanpa ditambah keterangan saksi yang lain atau alat
bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat
36 Rusli Muhammad, 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya
Bakti. Hlm 193.
37 Ibid hlm. 193
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bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan
dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.38
Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas dua bagian sebagaimana
yang dikemukakan dalam buku Andi Sofyan dan Abd. Asis, yaitu:
a. Saksi a Charge (saksi yang memberatkan terdakwa)
Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut
umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan
memberatkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c
KUHAP, bahwa “Dalam hal ada saksi yang memberatkan terdakwa
yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau diminta
oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama
berlangsungnya siding atau sebelum dijatuhkannya putusan,hakim
ketua siding wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut.
b. Saksi de Charge (saksi yang meringankan/menguntungkan
terdakwa)
Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum/penasehat
hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan
meringankan/menguntungkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160
ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa “Dalam hal ada saksi yang
menguntungkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan
perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum
atau penuntut umum selama berlangsungnya siding atau sebelum
dijatuhkannya putusan, hakim ketua siding wajib mendengar
keterangan saksi tersebut.39
F. Sistem Peradilan Pidana
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana (SPP)
Sesungguhnya proses peradilan pidana maupun sistem peradilan
pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan
38 Ilham Hadi,     .Definisi Saksi Mahkota,
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota
39 Andi Sofyan, dan Abd. Asis.Op. Cit. hlm. 243.
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mekanisme peradilan pidana. Kelancaran proses peradilan pidana
ditentukan oleh bekerjanya sistem peradilan pidana. Tidak berfungsinya
salah satu subsistem akan mengganggu bekerjanya subsistem yang lain,
yang pada akhirnya menghambat bekerjanya proses peradilan.
Perlu terlebih dahulu dijelaskan mengenai makna “sistem” dalam
SPP tersebut.Makna sistem, menurut Satjipto Rahardjo, adalah sebagai
jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu.Tatanan tertentu ini
menunjukan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian.Beliau
juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk
mengerjakan sesuatu.40
Suatu pendefinisian yang sedikit berbeda diberikan oleh Barda
Nawawi Arief, dimana beliau menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana
(SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana
(SPHP).Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem
kekuasaan/kewenangan menegakan hukum.Kekuasaan/kewenangan
menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah “kekuasaan
kehakiman”.Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem
Penegakan Hukum Pidana (SPHP) hakikatnya juga identik dengan Sistem
Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK-HP).41
Sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem
dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.
Menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam
batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan
maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan
mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah
serta mendapat pidana, disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting
adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku
untuk mengulangi kejahatannya.42
Seharusnya setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak
boleh bekerja sendiri-sendiri tanpa mempedulikan subsitem lainnya. Sistem
40 Satjipto Raharjo, 1991. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.hlm. 48
41 Barda Nawawi Arief, 2011. Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana
Terpadu (Integrated Criminal Justice System), Semarang: UNDIP.hlm. 17.
42 Marjono Reksodiputro, 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak Hukum
melawan Kejahatan, Lembaga Kriminologi UI.hal 84.
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ini merupakan proses yang berkesinambungan. Kendala yang terjadi pada
salah satu subsistem akan mempengaruhi subsistem lainnya. Setiap
subsistem dan sistem peradilan pidana memainkan peran yang spesifik
dalam penanggulangan kejahatan, dengan mengerahkan segenap potensi
(anggota dan sumberdaya) yang ada di lembaga-lembaga masing-masing.
Aktivitas subsistem ini harus diarahkan pada pencapaian tujuan bersama
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam desain kebijakan
penanggulangan kejahatan (criminal polcy).
Muladi menerjemahkan sistem peradilan pidana (criminal justice
system) sebagai suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan
hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil,
hukum pidana formiil, maupun pelaksanaan hukum pidana.Di dalam sistem
peradilan pidana ini terkandung gerak sistemik dari komponen-komponen
pendukungnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
pemasyarakatan. Gerak sistemik ini secara keseluruhan dan totalitas
berusaha mentransformasikan masukan (imput) menjadi keluaran (output)
yang menjadi sasaran kerja sistem peradilan ini, yaitu sasaran jangka
pendek adalah resosialisasi pelaku, kejahatan, sasaran jangka menengah
pencegahan kejahatan, dan sasaran jangka panjang sebagai tujuan akhir
adalah kesejahteraan masyarakat.43
Peradilan pidana dikatakan sebagai sistem karena didalam sistem
tersebut bekerja subsistem-subsistem yang mendukung jalannya peradilan
pidana, yaitu pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.44
Dalam kerangka pemahaman tersebut maka kepolisian, kejaksaan,
pengadilan dan pemasyarakatan merupakan unsur-unsur yang
membangun sistem tersebut. Masing-masing memang berdiri sendiri dan
mengerjakan pekerjaan yang berbeda-beda, tetapi semuanya tetap
merupakan unsur saja dari satu sistem, yaitu sistem peradilan pidana,
43 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang, 1995, hal vii
44 Marjono Reksodiputro, op cit, hlm 1
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bahkan kalau sistem peradilan pidana diibaratkan mesin, maka kita juga
dapat mengatakan, bahwa masing-masing bidang itu adalah ibarat sekrup-
sekrup saja dari mesin tersebut.45
Sistem peradilan pidana terpadu dalam KUHAP merupakan dasar
bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja
dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap
harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia.
Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP melibatkan subsistem
pemeriksaan di sidang pengadilan dan subsistem pelaksanaan putusan
pengadilan. Masing-masing subsistem tersebut dalam KUHAP
dilaksanakan oleh institusi-institusi Kepolisian (subsistem penyidikan),
Kejaksaan (subsistem penuntutan), Pengadilan (subsistem pemeriksaan
sidang pengadilan), Lembaga Pemasyarakatan (subsistem pelaksanaan
putusan pengadilan).46
Langkah yang penting untuk menjadikan sistem tersebut dapat
bekerja sebagai sebagai sistem adalah (1) kesadaran sistem, (2) perilaku
sistem, (3) kultur sistem. Hal-hal ini perlu ditekankan, oleh karena pada
akhirnya sistem (dan unsur-unsurnya) hanya dapat beroperasi melalui
(tindakan) manusia. Sejak kita mengetahui bahwa manusia bukan robot dan
mereka mampu membuat pilihan-pilihan, maka pembinaan kultur penting
sekali dilakukan. Perilaku merekan yang mengandung unsur-unsur sistem
tersebut perlu diusahakan untuk berangkat dari nilai persepsi yang sama
mengenai tujuan dan bekerjanya sistem.47
Sebagai suatu sistem, maka semua komponen dalam sistem
peradilan pidana harus mempunyai kesamaan tujuan secara holistik,
45 Sacipto Rahardjo, 2007. Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial &
Pemasyarakatan. Kompas, Jakarta. hal 75
46Loebby Loqman, 2002.Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP).
Datacom. Jakarta.hal 2.
47Romli Atmasasmita, 1996. Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan
Abilisionisme, Cetakan II revisi. Bina Cipta. Bandung. Hal 9-10.
40
sehingga akan saling mendukung dalam pelaksanaan tugasnya, bukan
untuk saling bertentangan. Dalam kenyataannya masing-masing subsistem
bekerja dengan sendiri-sendiri dengan motivasi kerja yang beragam.Hal ini
menyebabkan tidak diindahkannya adanya suatu keperluan untuk
memperoleh satu kebijakan kejahatan (criminal policy). Kondisi ini memiliki
dampak yang sangat menentukan bagi berfungsinya proses penegakan
hukum dan keadilan.48
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana (SPP)
Dari berbagai pengertian-pengertian terkait dengan istilah Sistem
Peradilan Pidana, maka pada dasarnya sudah dapat diketahui tujuan dari
Sistem Peradilan Pidana, walaupun masih terdapat ahli hukum yang tidak
secara gamblang dan lugas dalam menjelaskan tujuan dari Sistem
Peradilan Pidana.
Salah satu ahli hukum yang cukup secara jelas dan gamblang
menjelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah Mardjono
Reksodiputro.Beliau menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan Sistem
Peradilan Pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan
pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mardjono Reksodiputro
menjelaskan secara rinci terkait dengan tujuan dari Sistem Peradilan
Pidana sebagai berikut:
a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
48 Ibid, hal 19.
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b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat
puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan
tidak mengulangi lagi kejahatannya.49
Demikian pula sebagaimana diungkapkan oleh Romli Atmasasmita,
bahwa dengan terciptanya mekanisme kerja antar masing-masing sub-
sistem guna terciptanya tolak ukur keberhasilan dalam penanggulangan
kejahatan.50
Keberagaman tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan
Pidana, patut dimaklumi, hal tersebut dikarenakan adanya keberagaman
sudut pandang. Namun demikian, tujuan Sistem Peradilan Pidana tersebut
merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi, dalam kerangka
konsep welfare state.
49 Mardjono Reksodiputro. 2007. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan
Karangan. Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.hlm.
84.
50 Romli Atmasasmita, 1996. Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan





Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan informasi
mengenai permasalahan yang menjadi pembahasan di dalam skripsi ini
dilakukan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta Pusat.
Dan pada kesempatan itu juga penulis melakukan wawancara dengan
LPSK dalam hal ini diwakili oleh Askari Razak selaku Wakil Ketua LPSK
bidang Perlindungan. Penelitian juga berlangsung di Universitas
Hasanuddin terkait dengan referensi-referensi yang diperoleh dari studi
pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin.
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif
yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif,
yang mencakup:
a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
b. Penelitian terhadap sistematika hukum,
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
d. Penelitian terhadap sejarah hukum,
e. Penelitian perbandingan hukum.51
51 Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum: Penerbit Universitas Indonesia (UI-
Press), Jakarta, hal.55.
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Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder, yang pertama disebut data primer atau data
dasar (primary data atau basic data) dan yang kedua dinamakan data
sekunder (secundery data).Data primer diperoleh langsung dari sumber
pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data
sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku–buku,
hasil–hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan
seterusnya.52
Selain itu teknik pengumpulan data primer juga dilakukan dengan cara
wawancara secara langsung pihak yang bersangkutan dengan
permasalahan ini, seperti halnya wawancara langsung terhadap dari
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Komisi Pemberantasan
Korupsi.
Sumber hukum yang menjadi bahan penelitian ini adalah bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier.sebagaimana penjelasan di bawah ini:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan–bahan hukum yang mengikat,
dan terdiri dari. (untuk Indonesia)
a. Norma atau kaedah dasar, yaitu pembukaan Undang–Undang
Dasar 1945,
b. Peraturan Dasar:
i. Batang tubuh Undang–Undang Dasar 1945
ii. Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Peraturan perundang-undangan:
i. Undang-Undang dan peraturan yang setaraf,
ii. Peraturaan pemerintah dan peraturan yang setaraf,
iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf,
iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf,
v. Peraturan-peraturan Daerah.




g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih
berlaku, seperti misalnya Kitab Undang–Undang Hukum
52 Ibid, hal. 11-12.
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Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formil
bersifat tidak resmi dari Wetboek van Strafrecht).53
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-
undang, hasil hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum,
dan seterusnya.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder;
contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan
seterusnya.
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Melalui Proses Wawancara.
Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara
langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan,
pendapat, pandangan, sanggahan, maupun saran yang berkaitan dengan
kebijakan hukum pidana terhadap whistle blower dan justice collaborator.
2. Studi Pustaka.
Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab
permasalahan dengan cara menganalisis bahan–bahan pustaka yang
terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier.
D. Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengelola dan
menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisi
53Ibid, hal. 52.
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kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraian data yang telah
dikumpulkan secara sistematik dengan menggunakan ukuran kualitatif.
Kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman
yang dituangkan dalam tulisan skripsi ini.
Persamaan pendapat dan perbedaan pendapat mengenai
perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari
penelitian yang dilakukan penulis adalah hal yang wajar sebagai usaha
untuk mendapatkan penilaian secara ojektif. Metode berfikir dalam
mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari
pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu




A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Whistle blower dan Justice
Collaborator Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014
Sebagaimana yang telah diutarakan pada penjelasan sebelumnya,
bahwa khusus pada pembahasan ini penulis akan mengfokuskan kajiannya
pada kebijakan hukum pidana terhadap whistle blower dan justice
collaborator tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang 31
Tahun 2014 sebagai hasil revisi dari undang-undang sebelumnya.
Selanjutnya Penulis juga akan mencoba menganalisa kebijakan hukum
pidana tersebut dengan memakai pandangan-pandangan subyektif
berdasarkan hasil pemikiran yang rendah dari penulis, mengapa kemudian
hal itu menjadi penting karena penulis menganggap sebagai undag-undang
hasil perbaikan seyogyanya akan mengakomodir segala bentuk
kekurangan yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya, termasuk di
dalamnya membentuk sebuah sinergitas antara peraturan-peraturan yang
muncul sebelum undang-undang terbaru ini berlaku. Namun sebelum
penulis sampai pada pembahasan itu, terlebih dahulu penulis akan
membahas kebijakan-kebijakan apa saja yang ada dalam melihat eksistensi
dari seorang whistle blower dan justice collaborator tindak pidana korupsi
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serta apa yang menjadi latar belakang dari perubahan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006.
1. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Whistle blower dan Justice
Collaborator Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014
Pengaturan tentang Justice collaborator dalam sistem peradilan
pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan
dengan praktik hukum yang terjadi karena dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi maupun peraturan perundang-undangan lainnya
secara eksplisit tidak mengatur tentang Justice collaborator dalam peradilan
pidana, atau dengan kata lain istilah Justice collaborator terlebih dahulu
dikenal dalam praktik penegakan hukum pidana dan kemudian
mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam hukum positif
di Indonesia. Adapun kebijakan hukum pidana saat ini baik yang berasal
dari dokumen internasional maupun nasional yang memberikan pengaturan
berkaitan dengan Justice Collaborator sebagai berikut:
a. United Nations Convention Against Corruption/UNCAC
(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB
Anti Korupsi).
Instrumen ini merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi
lahirnya ide tentang Justice Collaborator dalam peradilan pidana.
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Pengaturan berkaitan dengan Justice Collaborator dalam peradilan pidana
yang diatur dalam Pasal 37 sebagai berikut:
Ayat (2): Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan,
memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu
mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang
memberikan kerjasama yang substansial dalam
penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang
diterapkan dalam konvensi ini.
Ayat (3): Setiap Negara wajib mempertimbangkan kemungkinan
sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum
nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari
penuntutan bagi orang-orang yang memberikan
kerjasama substansial dalam penyelidikan atau
penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam
konvensi ini.
b. United Nations Convention Against Transnasional Organized
Crime/UNCATOC (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009
tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional
Terorganisir).
Demikian halnya dengan Konvensi PBB anti Korupsi, di dalam
Konvensi ini juga memberikan ide pengaturan berkaitan dengan Justice
Collaborator dalam peradilan pidana yakni diatur dalam Pasal 26 sebagai
berikut:
Ayat (2): Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk
membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat,
pengurangan hukuman atas tertuduh yang
memberikan kerjasama yang berarti dalam
penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang
tercakup oleh Konvensi ini.
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Ayat (3): Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk
membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-
prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian
kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang
memberikan kerja sama yang berarti dalam
penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang
tercakup oleh Konvensi ini.
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban
Undang perlindungan saksi dan korban ini secara eksplisit tidak
memberikan pengaturan yang tegas mengenai definisi tentang Justice
Collaborator dimana undang-undang ini hanya mengatur pengertian saksi
dan pelapor tindak pidana. Pengaturan yang berkaitan dengan Justice
Collaborator diatur dalam Pasal 10 sebagai berikut:
Ayat (2): Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang
sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana
apabila ternyata ia terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat
dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan
pidana yang akan dijatuhkan.
d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle blower) dan
Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborator) Di Dalam
Perkara Tindak Pidana Tertentu
Pengaturan berkaitan dengan Justice Collaborator diatur dalam
Point 9 tentang pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi
pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) adalah sebagai berikut:
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1. Yang bersangkutan merupakan salah satu dari pelaku tindak
pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini,
mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama
dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan
sebagai saksi di dalam proses    peradilan.
2. Jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya menyatakan
bahwa yang bersangkutan telah keterangan dan bukti-bukti
yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut
umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara
efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang mempunyai
peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil
suatu tindak pidana.
3. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi yang
bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dapat
menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat
mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai
berikut :
i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus
dan/atau
ii. Menjatuhkan pidana penjara berupa pidana penjara
yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang
terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.
Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk
keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan
rasa keadilan masyarakat.
e. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang
Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku
yang Bekerjasama
Adapun pengaturan berkaitan dengan Justice Collaborator diatur
dalam Pasal 1 sebagai berikut:
Point (3): Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang
juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang
bersedia membantu aparat penegak hukum untuk
mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya
suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset
atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan
memberikan informasi kepada aparat penegak hukum
serta memberikan kesaksian di dalam proses
peradilana
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2. Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Menjadi Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014
Ada kemudian beberapa alasan mengapa undang-undang 13 tahun
2006 direvisi oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, beberapa
pasal yang kemudian mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu
pasal yang berkaitan dengan whistle blower dan justice collaborator seperti
yang dimuat dalam Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban. Banyak kemudian pihak yang mempermasalahkan
tentang beberapa subtansi yang termuat dalam pasal 10 ayat 2 misalnya.
Seperti yang dikemukan oleh LPSK melalui ketuanya Abdul Haris
Semendawai, bahwa peraturan atas pemberian perlindungan terhadap
saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006, khususnya pasal 10 ayat (2), masih dirasa
belum memadai, karena :
a. Bentuk dan sifat perlindungan yang terbatas
b. Sifat fakultatif (bukan kewajiban)
c. Tidak adanya jaminan atas pemberian perlindungan54
Sedangkan pengacara Firman Wijaya juga mengatakan dalam
bukunya bahwa pasal 10 ayat  2 UU 13 tahun 2006 membuka peluang bagi
54 Abdul Haris Semendawai. 2013. Eksistensi Justice collaborator dalam Perkara Tindak
Pidana Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses
Peradilan Pidana.Disampaiakan dalam Kegiatan Stadium General fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia di Yogyakarta.Hlm 9.
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penyidik untuk melakukan intervensi terhadap kewenangan lembaga
perlindungan saksi dan korban tanpa kontrol kekuasaan yudikatif. Menurut
Firman Wijaya hal demikian terjadi karena penetapan seorang saksi
menjadi tersangka dan kemudian dilakukan penahanan dapat dilakukan
secara sepihak oleh penyidik tanpa mempertimbangkan kewenangan
lembaga negara yang lain yang mempunyai kewajiban memberikan
perlindungan terhadap saksi dalam perkara pidana.55
Selanjutnya menurut penulis bahwa hal yang paling mendasar
mengapa kemudian UU Nomor 13 Tahun 2006 direvisi adalah kurangnya
ketentuan yang mengatur eksistensi dari peran seorang whistle blower dan
justice collaborator serta perlindungan ekstra yang harus diberikan, dalam
beberapa pasal yang terdapat dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 ini sama
sekali tidak ada yang menyinggung secara eksplisit mengenai whistle
blower dan justice collaborator padahal peran dari kedua istilah tersebut
sangat membantu dalam sistem peradilan pidana dalam mengungkap
kasus tindak pidana korupsi ketika keduanya mampu dioptimalkan dan
diefektifkan, maka dari itu menurut penulis perlu adanya kebijakan hukum
pidana dalam mengatur whistle blower dan justice collaborator ini terutama
dalam hal perlindungan berupa keistimewaan dan penghargaan yang
dituangkan dalam sebuah undang-undang. Menurut penulis jika itu tidak
dilakukan maka bisa dipastikan partisipasi publik untuk membongkar
55 Firman Wijaya, Op.cit. hlm
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dugaan tindak pidana korupsi menjadi rendah, sehinnga praktek
penyimpangan, pelanggaran, maupun kejahatan semakin meningkat.
Selain itu, menurut penulis bahwa penguatan peran dari LPSK itu
sendiri juga tidak terlepas dari bagian penting dalam melakukan revisi
terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini, dimana peran dari
LPSK dalam peraturan sebelumnya masih mengalami kesulitan dalam
memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, begitu halnya dengan
koordinasi LPSK dengan intitusi hukum lainnya dalam penanganan saksi
dan korban baik dalam memberikan perlindungan maupun penentuan
pantas tidaknya seorang saksi dan korban dilindungi, hal itu perlu
ditingkatkan lagi sehingga LPSK dalam melaksanakan kewenangannya
didukung penuh dengan peraturan yang ada yang tentunya memiliki dasar
hukum yang kuat.
Perlu juga penulis sampaikan bahwa sebelum Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 direvisi dan diundangkan pada tahun 2014, terdapat
sejumlah peraturan berupa SEMA pada tahun 2011 yang tujuannya
menyampaikan kepada seluruh hakim di bawah jajaran Mahkamah Agung
tentang bagaimana cara menghadapi seorang whistle blower dan justice
collaborator di persidangan, tidak hanya sampai disitu pentingnya peran
dari seorang whistle blower dan justice collaborator untuk melengkapi
sistem peradilan pidana kita juga melahirkan peraturan bersama Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
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Republik Inonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.TH.2011 Nomor; PER-
045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 yang pada pokoknya bertujuan untuk
mewujudkan kerjasama dan sinergitas antara penegak hukum dalam
menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya
mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi pelapor,
saksi pelapor, dan/atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara
tindak pidana.
Munculnya beberapa peraturan yang berorientasi kepada kebijakan
hukum pidana diatas menurut penulis menandakan bahwa lemahnya
aturan yang ada sebelumnya, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 dalam hal penanganan kasus tindak pidana korupsi yang setiap
tahunnya mengalami perkembangan yang cukup signfikan, hal itu tidak
terlepas dari perkembangan kejahatan tindak pidana korupsi yang
dilakukan oleh white collar crime sehingga membuat penegak hukum
kesulitan dalam menenmukan pelaku dikarenakan kurangnya saksi, dan
menurut penulis  itu disebabkan solidnya para pelaku untuk saling
melindungi satu sama lain dengan aksi tutup mulut serapat-rapatnya, maka
dari itu sudah seharusnya pemerintah berpikir secara progresif untuk
mengikuti perkembangan dalam melihat persoalan semacam ini dengan
memperbaiki peraturan yang ada demi tercapainya tujuan yang ingin
dicapai melalui terobosan-terobosan baru terhadap penyempurnaan
undang-undang di Negara kita.
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Maka dari itu yang menjadi harapan kita bersama adalah semoga
subtansi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini
betul-betul menjadi penyempurna dari undang sebelumnya yaitu Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dan
harapan penulis yang juga menjadi harapan orang banyak semoga dalam
undang-undang terbaru dapat mengakomodir semua kebijakan hukum
pidana yang ada selama ini agar lebih mempunyai kekuatan hukum yang
tetap dan mendapatkan posisi dalam hierarki perundang-undangan. Dan
selanjutnya penulis akan mencoba mengkritisi tentunya dengan pandangan
subyektif ketentuan-ketentuan dalam kaitannya dengan kebijakan hukum
pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang perlindungan saksi dan korban ini, maka yang diharapkan
masyarakat pada umumnya, dan penulis pada khususnya dapat
diwujudkan dalam undang-undang yang terbaru ini.
3. Kebijakan Hukum Pidana yang Terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014
Adapun yang menjadi pokok kajian penulis pada bagian ini adalah
mencoba melakukan pengkajian tentunya dengan menggunakan analisa
atau pandangan-pandangan subyektif dari pemikiran seorang mahasiswa
hukum yang masih belajar dalam melihat permasalahan.Pada bagian ini
juga penulis memfokuskan pembahasannya pada bagian tertentu yang
dianggap oleh penulis sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang
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coba pemerintah terapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
ini.
Namun sebelum jauh membahas masalah tersebut, sebagai warga
Negara Republik Indonesia Penulis terlebih dahulu merasa perlu
mengapresiasi inisiatif dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atas
kerja keras dan usahanya dalam melakukan revisi terhadap Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini menjadi Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penulis menganggap
sudah seharusnya Pemerintah dan DPR lebih proaktif dalam melihat
peraturan-peraturan yang sudah dianggap ketinggalan zaman untuk segera
diperbaiki seperti halnya undang-undang ini, agar persoalan kebangsaan
seperti kasus korupsi yang sudah sangat memprihatinkan ini bisa
mendapatkan titik terang dalam hal pencegahan, penindakan, dan
pemberantasannya.
Namun terlepas dari inisiatif DPR dan Pemerintah dalam melakukan
revisi terhadap undang-undang ini, sebagai ciptaan tangan manusia tentu
masih memiliki beberapa kekurangan atau belum sampai pada
kesempurnaan.Seperti yang dikatakan oleh LPSK dalam hal ini Askari
Razak melalui wawancara dengan penulis bahwa kita apresiasi kinerja yang
dilakukan DPR sebagai ciptaan tangan manusia, kita harus akui masih tetap
terdapat kekurangan di dalam perumusannya.56
56 Hasil wawancara dengan Askari Razak pada tanggal 11 Mei 2015 di Kantor LPSK, Jakarta.
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Oleh karena itu, penulis mencoba melihat secara subyektif apa
kemudian yang masih jauh dari harapan terutama pengaturan tentang
whistle blower dan justice collaborator. Penulis juga mencoba mengkaji
bagaimana atau seperti apa kebijakan hukum pidana yang termuat dalam
undang-undang hasil revisi ini, tentu ini bukan merupakan kebenaran
mutlak dari penulis melainkan sumbangan pemikiran dari hasil analisa yang
dilakukan secara subyektif.
Penulis kemudian tertarik menganilisa beberapa pasal yang
dianggap bersinggungan langsung dengan ketentuan yang mengatur
khusus mengenai eksistensi whistle blower dan justice collaborator yang
terdapat dalam undang-undang hasil revisi ini. Penulis juga tertarik mencari
tahu kebijakan hukum pidana apa yang coba diterapkan oleh Pemerintah
dalam menanggulangi permasalahan korupsi di Indonesia yang tentunya
mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam hal motif dan
modus operandinya, salah satu yang menjadi hambatan dan susahnya
membongkar kasus korupsi di Indonesia adalah solidnya para pelaku dalam
melindungi satu sama lain, maka dari itu menurut penulis hukum pidana
harus melihat ini sebagai persoalan serius karena dalam KUHAP
keterangan saksi adalah alat bukti yang paling penting dalam mengungkap
kasus besar apalagi kejahatan yang bersifat extra ordinary crime seperti
tindak pidana korupsi.
Berkaitan dengan latar belakang tersebut, sudah seharusnya
pemerintah menerapkan kebijakan dalam menghadapi rumitnya
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permasalahan diatas tentu dengan menggunakan hukum pidana atau lebih
dikenal dengan istilah criminal policy atau penal policy berupa terobosan
baru yang harus diambil oleh instansi yang berwenang dalam
menanggulangi kejahatan demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai.Nah,
sekarang kita lihat bagaimana penerapan kebijakan hukum pidana
terhadap persoalan tersebut, terutama ketentuan yang mengatur whistle
blower dan justice collaborator yang diuraikan dalam beberapa yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
Salah satu dari beberapa pasal tersebut terdapat dalam Pasal 10
yang penulis menilai ada beberapa kebijakan yang coba diterapkan dalam
hal perlindungan dan penghargaan bagi seseorang yang ingin menjadi
whistle blower dan justice collaborator. Berikut penulis akan uraikan isi dari
Pasal 10 tersebut.
a. Pasal 10 Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2014
Pasal 10
(1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat
dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas
kesaksian dan/atau telah diberikannya, kecuali kesaksian
atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
(2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi,
korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian
dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan,
tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang
ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh
pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
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Pertama penulis mencoba menganalisa maksud dari Pasal 10
Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 ini yang menurut penulis adalah
bagian dari kebijakan hukum pidana terhadap seorang tersangka dan
seorang pelapor yang sama-sama membantu penegak hukum untuk
mengungkap suatu tindak pidana khususnya pada kejahatan tindak pidana
korupsi.
Pertama, pada Pasal 10 ayat (2) penulis menganggap bahwa salah
satu penegasan yang ingin disampaikan oleh pembuat undang-undang
adalah bagaimana memberikan perlindungan kepada seorang whistle
blower dan juga justice collaborator dimana keduanya tidak boleh dituntut
baik pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang diberikan.
Namun, apakah ketentuan yang diatur dalam pasal ini menjamin
bahwa seorang whistle blower tidak akan dituntut, secara tegas penulis
katakan tentu tidak. Pertanyaanya kenapa ?Penulis menganggap bahwa
kebijakan hukum pidana yang coba diterapkan pembuat undang-undang
dengan maksud melindungi whistle blower dari pihak-pihak yang merasa
dirugikan dengan laporan balik justru tidak memberi jaminan kepada whistle
blower, karena dalam pasal itu juga ditegaskan bahwa hal demikian hanya
bersifat penundaan bukan pemberhentian.
Maksud penulis dari penjelasan diatas, bahwa whistle blower suatu
saat bisa saja dilaporkan sebagai bentuk balas dendam dari pihak-pihak
terlapor. Ketika pemahaman masyarakat seperti itu, bukan tidak mungkin
whistle blowerakan mengurungkan niatnya untuk melaporkan suatu tindak
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pidana korupsi karena kekhawtiran akan diserang balik oleh terlapor
dengan berbagai cara seperti kesalahan whistle blower yang terus dicari-
cari dan atau yang heboh saat ini didengungkan yaitu kriminalisasi terhadap
dirinya.
Mungkin inilah maksud dari Firman Wijaya, praktisi hukum sekaligus
penulis buku tentang whistle blower dan justice collaborator dalam
wawancara singkat dengan penulis di Jakarta Selatan, saat itu peulis coba
meminta pandangannya mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
ini, dan beliau mengatakan yang pada intinya bahwa undang-undang hasil
revisi ini tetap menjadikan seorang whistle blower sebagai sasaran tembak,
menurut beliau criminal policy yang coba diterapkan oleh pemerintah
terhadap whistle blower belum sepenuhnya menyentuh pokok
permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap whistle blower.
Penulis mencoba membandingkan kebijakan hukum pidana yang
diterapkan di negara lain dimana whistle blower betul-betul mendapatkan
protect dan reward yang sangat menguntungkan bagi seorang yang akan
membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus terorganisir seperti
korupsi. Misalnya di Negara Australia, seorang whistle blower mendapatkan
protect berupa kerahasian identitas, tidak adanya pertanggungjawaban
pidana maupun perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, dan
perlindungan pembalasan. Ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 20 dan
Pasal 21 Protected Disclosures Act 1994.Mungkin ini merupakan bentuk
komitmen yang tinggi dari Negara tetangga dalam pemberantasan tindak
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pidana korupsi dengan menjaminkan keamanan dan keistimewaan yang
begitu berarti bagi siapa saja yang ingin melaporkan dugaan kasus tindak
pidana korupsi.
Akan tetapi, segala bentuk keistimewaan bagi whistle blower diatas
tidak perlu dilakukan ketika LPSK dan instansi hukum yang terkait mampu
menjamin kerahasiaan identitas dari seorang whistle blower dari
masyarakat umum, kekhawatiran penulis sebenarnya timbul dari kenyataan
yang terjadi selama ini dimana identitas dari seorang whistle blower bisa
saja menjadi komsumsi publik sehingga menimbulkan kerugian secara tidak
langsung bagi whistle blower dan keluarganya, baik itu berupa tuntutan
balik maupun segala bentuk ancaman.
b. Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
Pasal 10 A
(1) Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara
khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan
atas kesaksian yang diberikan.
(2) Penanganan secara khusussebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani
pidana antara saksi pelaku dengan tersangka,
terdakwa dan0atau narapidana yang diungkap tindak
pidananya;
b. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku
dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses
penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang
diungkapkannya, dan atau;
c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa
berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap
tindak pidananya.
(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a. Keringanan penjatuhan pidana, atau
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b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak
narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi saksi pelaku yang
berstatus narapidana.
(4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan
penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis
kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya
kepada hakim.
(5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan
bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK
rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang
meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum.
Berbeda dengan Pasal 10, dalam Pasal 10 A ini justru lebih
menonjolkan eksistensi dari saksi pelaku yang bekerja sama atau justice
collaborator dalam hal keistimewaan, keistimewaan yang dimaksud dalam
undang-undang ini didefenisikan dalam bentuk penghargaan berupa
perlakuan khusus dan peringanan hukuman.
Karena ini merupakan penghargaan kepada seorang pelaku, baik itu
tersangka, terdakwa, dan terpidana yang berhak mendapatkan
keistimewaan tersebut, maka penulis berpendapat bahwa inilah salah satu
bentuk terobosan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang untuk
menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi dengan mencoba mencari
dan mengajak pelaku yang juga terlibat di dalam tindak pidana tersebut
untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam membongkar kasus
yang dimana kasus tersebur melibatkan dirinya sendiri.
Salah satu bentuk perlindungan yang dikemukakan oleh Abdul Haris
Semendawai selaku Ketua LPSK adalah penanganan secara khusus dalam
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proses pemeriksaan seperti yang terdapat dalam Pasal 10 A ayat (2) diatas.
Selanjutnya ayat (2) menjelaskan berbagai bentuk penanganan secara
khusus bagi seorang justice collaborator. Maka dari itu penulis akan
mengkaji mengenai penanganan secara khusus ini melalui pandangan-
pandangan subyektif berdasarkan argumentasi hukum.
Pertama, kebijakan hukum pidana yang termuat dalam Pasal 10 A
ayat (2) huruf a mencoba memberikan perlakuan khusus kepada justice
collaborator berupa pemisahan tempat menjalani pidana dengan orang-
orang yang diungkapkan terlibat dalam tindak pidana yang dia
lakukan.Penulis sepenuhnya mendukung kebijakan ini, karena seperti yang
kita ketahui bersama bahwa salah satu persyaratan bagi seseorang yang
ingin menjadi justice collaborator seperti yang disebutkan dalam sejumlah
peraturan bahwa yang bersangkutan bukanlah pelaku utama, artinya
kehadiran dia sebagai justice collaborator justru bertujuan untuk
menemukan tersangka utama. Dan biasanya yang menjadi tersangka
utama adalah orang-orang memiliki kewenangan dan kekuasaan tinggi
dibanding pelaku lainnya, sehingga untuk menghindari adanya tekanan dan
intervensi dari pelaku utama maupun tersangka lain yang sudah menjalani
pemidanaan, maka sudah sepantasnya instansi yang bersangkutan
memisahkan justice collaborator dengan pelaku lain sebagai salah satu
bentuk perlindungan fisik dan psikis.
Kedua, seorang justice collaborator sebelum menjalani pemeriksaan
harus dibuatkan pemberkasan secara terpisah dengan pelaku lain atau
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biasa dikenal dengan istilah splitsing, selain itu pasal ini juga membolehkan
seorang justice collaborator memberikan kesaksiannya di depan
persidangan tanpa kehadiran pelaku lain, selain tindakan seperti itu
dibenarkan dalam KUHAP, hal ini juga menurut Abdul Haris Semendawai
menjadi penting karena:
a. Mempermudah Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam
mengajukan dan memberikan tuntutan dan hukuman yang tepat
bagi saksi pelaku yang bekerjasama dibandingkan dengan
pelaku lain yang diungkap tindak pidananya.
b. Untuk menilai sejauh mana kebenaran informasi yang diberikan
oleh saksi pelaku yang bekerja sama serta signifikan peran yang
bersangkutan dalam tindak pidana yang dilaporkannya.
Ketiga, dalam pasal 10 A ayat (3) undang-undang terbaru ini
mencoba memberikan suatu penghargaan berupa keringanan penjatuhan
pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana
lain kepada sang justice collaborator. Menurut penulis, pada bagian inilah
yang memperlihatkan perubahan yang sangat menonjol jika dibandingkan
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang sama sekali tidak
mengatur perlindungan berupa penghargaan seperti yang diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC
2003, yang pada intinya mengajak kepada Negara melalui hukum
nasionalnya untuk mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang mau
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bekerja sama dalam penyelidikan dan penuntutan untuk mengungkap
tindak pidana tertentu, salah satunya tindak pidana korupsi.
Karena hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka pemerintah melalui
beberapa instansi penegak hukum secara progresif mencoba
mengakomodir ketentuan tersebut sebagai bentuk terobosan dalam
membantu pengungkapan tindak pidana korupsi. Melalui SEMA dan
Peraturan bersama Kementerian Hukum dan Ham, Kepolisian, Kejaksaan,
Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,
dan yang terpenting Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan. Dalam PP tersebut secara tegas mengatur dalam Pasal
34 A yang selengkapnya sebagai beriukut:
Pasal 34 A PP Nomor 99 Tahun 2012
(1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena
tindak pidana terorisme, narkotika, dan precursor narkotika,
psikotropika, korupsi,kejahatan terhadap keamanan Negara,
kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan
transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga
harus memenuhi persyaratan:
a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk




Keempat, dalam 10 A ayat (4) merupakan penjelasan lanjutan dari
ayat (3) tentang cara memperoleh penghargaan seperti yang dimaksud
dalam pasal tersebut, menurut penulis setelah seseorang ditetapkan
sebagai justice collaborator tindak pidana korupsi, sebagai bentuk
implementasi dari undang tersebut maka LPSK berwenang memberikan
rekomendasi kepada apgakum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi ataupun kejaksaan yang menangani kasus korupsi untuk
dimintakan kepada majelis hakim dalam surat tuntutannya agar justice
collaborator tersebut diberikan keringanan hukum pidana.
Namun yang menjadi permasalahan sekarang ini, hakim juga
mempunyai hak dalam memutuskan suatu perkara yang merupakan bentuk
kredibilitas seorang hakim, tetapi menurut penulis ini bukanlah bentuk
intervensi jaksa kepada majelis hakim namun hal ini diamanatkan langsung
dari undang-undang yang kemudian ditafsirkan MA melalui Surat Edara
Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor
(Whistle blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice
collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dimana dalam
salah satu point dari SEMA tersebut secara tegas menyebutkan tepatnya
point ke 7 yang isinya mengatakan bahwa Mahkamah Agung meminta
kepada para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang
yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku
yang bekerja sama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain
memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.
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Namun kenyataannya beberapa kasus yang melibatkan justice
collaborator justru tidak mendapatkan haknya seperti yang disebutkan
dalam SEMA tersebut, seperti kasus tindak pidana korupsi solar home
sistem yang melibatkan Kosasih Abbas yang putusannya dibacakan pada
tahun 2013 yang lalu, dimana hakim menjatuhkan putusan 4 tahun penjara
kepada terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejadian tersebut sontak
mengagetkan beberapa pihak karena hakim mengabaikan arti penting dari
seorang justice collaborator, sehingga hal ini dianggap tidak adanya sikap
yang konsisten dan lemahnya perspektif aparat penegak hukum untuk
memberikan perlindungan kepada justice collaborator.Pengabaian peran
dari justice collaborator tindak pidana korupsi ini tentu menciptakan
preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.57
Berdasarkan beberapa contoh permasalahan diatas, maka penulis
berharap adanya penguatan koordinasi antara para intansi penegak hukum
dalam memahami persepsi tentang kebijakan hukum pidana yang mencoba
mencari terobosan baru dalam hal menanggulangi kejahatan terorganisir
seperti korupsi dengan memanfaatkan salah satu pelaku yang mau
bekerjasama dengan meruntuhkan tembok persengkokolan para perampok
uang Negara untuk dapat diseret ke pengadilan untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Koordinasi yang baik antara
57YR. Penghargaan semu Bagi Sang Justice collaborator. Buletin Kesaksian. Edisi V Tahun
2013. Hlm 3
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penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan
mengoptimalkan peran dari seorang whistle blower dan justice
collaboratorakan berdampak positif terhadap sistem peradilan pidana di
negara kita.
Kelima, berkenaan dengan permohonan berupa pembebasan
bersyarat, remisi tambahan, dan sebagainya kepada seorang justice
collaborator yang terlebih dahulu harus direkomendasikan LPSK kepada
Kementerian Hukum dan HAM merupakan prosedur yang harus dilakukan.
Sama halnya dengan permohonan keringanan hukum, sekali lagi bahwa ini
bukanlah bentuk intervensi LPSK kepada Kementerian yang bersangkutan,
karena pemberian remisi merupakan sudah menjadi wilayah dan
kewenangan penuh dari Kementerian tersebut melalui Dirjen
Pemasyarakatan, namun seyogyanga penghargaan kepada justice
collaborator harus betul diapresiasi sebagai langkah pemerintah dalam
menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh white collar crime.
Jadi pada kesimpulannya bahwa setiap instansi yang bersangkutan
masing-masing mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memahami
dan mengimplementasikan kebijakan hukum pidana yang ada sebagai
bentuk respon pemerintah dalam melihat persoalan-persoalan yang begitu
rumit dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
terorganisir seperti tindak pidana korupsi. Maka dari itu penulis sangat
berharap integritas dan sikap intelektualitas dari para insan penegak hukum
dalam menentukan seorang whistle blower dan justice collaborator dengan
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mengabaikan sikap tebang pilih, akan tetapi mengutamakan sikap
profesionalitasnya sebagai orang yang dipercaya dapat memberi kontribusi
yang besar dalam menyelesaikan carut marut hukum di Negara kita.
B. Pentingnya Penerapan Whistle blower dan Justice Collaborator
Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana
Pada pembahasan ini, penulis mencoba menjelaskan mengenai
pentingnya peran dari seorang whistle blower dan justice collaborator untuk
kasus korupsi dalam sistem peradilan pidana kita. Mengapa hal tersebut
kemudian menjadi penting karena menurut penulis tindak pidana korupsi
yang sampai pada saat ini sudah sangat meresahkan dan membuat situasi
di negara kita menjadi sangat memprihatinkan, dampak yang bisa
ditimbulkan akan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat
yang harus kita akui masih jauh dari harapan.
Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pemerintah harus
menemukan cara dalam mencegah dan memberantas tindak pidana
melalui kebijakan-kebijakan yang tentunya mengarah kepada
penanggulangan berbagai macam kejahatan yang berdampak kepada hal-
hal yang dapat membuat ekonomi negara kita menjadi terpuruk dan salah
satu diantaranya adalah tindak pidana korupsi.
Mengapa kemudian tindak pidana korupsi layaknya sudah menjadi
budaya di negeri kita, kita tidak tahu mesti menyalahkan siapa ketika
kebiasaan seperti ini sudah menjadi tradisi buruk bagi suatu Negara yang
secara global diakui oleh dunia sebagai salah satu Negara yang berpotensi
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menjadi Negara besar berdasarkan sumber daya alam yang ada, namun
pada kenyataannya Negara kita justru masih jauh dari harapan sebagai
Negara yang maju dengan indikator kesejahteraan yang dirasakan oleh
rakyat.
Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka menurut penulis sudah
seharusnya korupsi menjadi musuh kita bersama, warga Negara mempunyi
peranan yang penting dalam hal membantu instansi penegak hukum dalam
mengungkap tindak pidana melalui peran dari seorang pelapor atau whistle
blower, begitu juga halnya dengan salah satu pelaku untuk bisa membantu
dan bekerjasama dengan penegak hukum dalam membongkar skandal
kasus korupsi yang melibatkan dirinya sendiri, atau lebih dikenal dengan
istilah justice collaborator.
Penulis kemudian menganggap bahwa dengan memanfaatkan
peran dari keduanya, maka hal tersebut sangat membantu para instansi
penegak hukum dalam mengungkap sebuah kasus besar, sehingga secara
tidak langsung akan berdampak positif terhadap kondisi sistem peradilan
pidana kita yang mengalami kesulitan dalam menyeret para pelaku tindak
pidana korupsi ke dalam pengadilan yang sekaligus menghukum para
pelaku ke dalam sel tahanan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa
yang telah mereka lakukan.
Mengapa kemudian peran dari kedua istilah tersebut menjadi
penting dalam membantu sistem peradilan pidana kita, berikut penulis akan
membahasnya menjadi dua bagian sehingga akan mudah kita pahami
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karena pada dasarnya kedua istilah tersebut memilik beberapa perbedaan
perbedaan yang cukup signifikan.
Menurut Barda Nawawi Arief dikatakan bahwa Sistem Peradilan
Pidana (SPP) pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan
hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana,
yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem; yaitu
: (1) kekuasaan ”penyidikan” oleh badan atau lembaga penyidik; (2)
kekuasaan ”penuntutan” oleh badan atau lembaga penuntut umum; (3)
kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana” oleh badan
pengadilan; (4) kekuasaan “pelaksanaan putusan atau pidana” oleh
badan/aparat pelaksana atau eksekusi. Keempat tahab sub-sistem itu
merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral
atau sering dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu
(Integrated Criminal Justice Sistem).
1. Nilai Penting dari Keberadaan Whistle blower Tindak Pidana
Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Menurut sejarahnya, whistle blowersangat erat kaitanya dengan
organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan
terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia, sehingga sering disebut
Sicilian Mafiaatau Cosa Nostra.Kejahatan terorganisasi yang dilakukan
oleh para Mafioso (sebutan terhadap anggota mafia) bergerak dibidang
perdagangan heroin dan berkembang diberbagai belahan dunia, sehingga
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kita mengenal organisasi sejenis diberbagai Negara seperti mafia di Rusia,
cartel di Colombia, triad di Cina, dan Yakuza di Jepang. Begitu kuatnya
jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka bias
menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekusf, legislatif
maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum.58
Tidak jarang suatu sindikat biasa terbongkar karena salah seorang
dari mereka ada yang berkhianat.Artinya, salah seorang dari mereka
melakukan tindakan sendiri sebagai peniup peluit (whistle blower) untuk
mengungkap kejahatan yang mereka lakukan kepada publik atau aparat
penegak hukum.Sebagai imbalannya whistle blowertersebut dibebaskan
dari segala tuntutan hukum.
Pemberitaan tentang whistle blower menjadi suatu kegembiraan
tersendiri bagi upaya penegakan hukum, secara khusus bagi
pemberantasan korupsi. Tentu nilai kejujuran dari seseorang whistle blower
perlu dicontoh dan tetap dijunjung tinggi, mengingat kemauan berkata jujur
sangat susah didapat saat ini. Semangat seperti ini sebenarnnya harus
dipacu pertumbuhannya sehingga dapat dijadikan awal untuk menghabisi
para koruptor.
Whistle blower sebenarnya adalah tindakan yang mulia.
Bagaimanapun pemahaman kita tentang keberadaannya bisa saja
58 Eddy O.S. Hiariej,Legal Opini:Permohonan Pengujian Pasal 10Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Newsletter Komisi Hukum
Nasional ,Vol. 10 No.6 tahun 2010, Hlm.23
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berbeda-beda. Whistle blower bias saja disebut seseorang yang hanya sok-
sokan, mencari sensasi, maling teriak maling. Umumnya para pelaku
koruptor tidak terlalu senang atas keberadaan seorang whistle blower,
karena keberadaannya akan menjadi duri dalam daging, yang sewaktu-
waktu dapat menusuk baik dari depan maupun dari belakang. Inilah fakta
yang telah pernah terjadi.
Menurut Komariah E. Sapardjaja, peran whistle blower sangat
penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tidak pidana
korupsi. Namun demikian, asal bukan semacam suatu gosip bagi
pengungkapan kasus korupsi maupun mafia peradilan. Yang dikatakan
whistle blower itu benar-benar didukung oleh fakta konkret, bukan
semacam surat kaleng atau rumor saja. Penyidikan atau penuntut umum
kalau ada laporan seorang whistle blower harus hati-hati menerimannya,
tidak sembarangan apa yang dilaporkan itu langsung diterima dan harus
diuji dahulu. 59
Whistle blower berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak
pidana korupsi, karena whistle blower itu sendiri tidak lain adalah orang
dalam didalam institusi di mana ditengerahi telah terjadi praktik korupsi.
Sebagai orang dalam, seorang whistle blower merupakan orang yang
memberikan informasi telah terjadi atau patut diduga tentang adanya tindak
pidana korupsi yang terjadi di tempat dimana ia bekerja. Seorang whistle
59Anwar Usmana, dan AM Mujahidin. “Anti Klimaks Penyelematan MK”. Komisi Yudisial Edisi Januari-
Februari. Hlm 17-18
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blower ini biasanya merupakan orang yang sama institusi dengan pelaku,
akan tetapi tidak terlibat dalam perbuatan korupsi dilaporkannya.
Dalam hal whistle blower tersebut berasal dari orang dalam atau
bagian dari pelaku itu sendiri, akan memberikan kepastian informasi
dimaksud yang kebenarannya sangat tinggi, karena pemberi informasi
dapat disebut sebagai orang yang mengalami sendiri atau saksi kunci yang
akan sangat bermanfaat dalam pengungkapan kasus yang ditangani
penyidik. Informasi yang diterima akan dapat membantu mengungkap
jaringan kejahatan termasuk organisasi dan pengawaknya, serta
kedudukan atau domisili organisasi kejahatannya tersebut, dalam hal
organisasinya yang tidak sah. Jika untuk organisasi yang sah, akan
membantu penyidik untuk memperoleh kejelasan dan kepastian
pelanggaran yang terjadi, disamping itu juga dapat membantu kebijakan
Negara dalam hal ini pelaksanaan Good Governance dalam instansi.
Berkaitan dengan urgensinya peran dari whistle blower dalam
mengungkap kasus tindak pidana, namun hal yang menarik dibahas
menurut penulis, apakah whistle blower tidak serta merta bisa masuk dalam
lingkup sistem peradilan pidana. Whistle blower dapat dimasukkan dalam
sistem peradilan pidana ketika menjadi saksi bukan pelapor atau informan.
Pandangan demikian perlu dianalisis lebih dalam, seakan-akan peran
mereka tidak begitu diakui sepenuhnya. Padahal jasa mereka dalam
mengungkap dibutuhkan oleh para struktur lembaga penagak hukum.
Selama ini whistle blower tidak pernah diakui eksistensinya, para pelapor
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dalam kasus korupsi seringkali dikriminalisasi sebagai pelaku pencemaran
nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, mereka dituntut dan
dihukum, padahal mereka inilah yang menjadi ujung tombak
pemberantasan kasus-kasus maladministrasi yang besar di indonesia.
Untuk memperkuat peran dari whistle blower dalam sistem peradilan
pidana dengan kaitannya memberantas tindak pidana korupsi. Peran
penegak hukum dalam proses peradilan pidana sangat memegang peranan
penting. Mulai tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
pengadilan harus memperhatikan hak-hak whistle blower sebagai saksi.
Banyaknya penegak hukum yang selalu menindak lanjuti laporan
pencemaran nama baik oleh orang-orang yang diungkap whistle blower
sangat mengganggu psikis para whistle blower. Dengan terganggunya
psikis para whistle blower berpengaruh kepada pemberantasan tindak
pidana korupsi. Banyak whistle blower yang kecewa terhadap proses
penegakan hukum yang ada. Maksud baik ingin membongkar kasus yang
kelas kakap, mereka harus dituntut balik hanya dengan pasal 310 KUHP
tentang pencemaran nama baik.
Dalam upaya dan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia
termasuk juga perbaikan sistem dalam ruang lingkup pengadilan,
semestinya kita tidak boleh mengabaikan peran dari seorang whistle
blower. Peran whistle blower dalam sistem peran pidana sangat penting,
karena dalam penagakan hukum pidana tidak cukup dengan struktur
lembaga penegakan hukum. Peran serta masyarakat dalam
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menanggulangi kejahatan sangat diperlukan whistle blower bisa berperan
sebagai saksi maupun informan atau pelapor.
Whistle blower bisa masuk dalam sistem peradilan pidana ketika
menjadi saksi. Sering kali peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang perlindungan whistle blower dalam memainkan perannya tidak
mampu melindunginya. Peran whistle blower dalam sistem peradilan
pidana belum maksimal diposisikan sebagai mitra oleh penegak hukum
dalam mengungkap skandal korupsi. Karena sering kali para pelaku yang
diungkap oleh whistle blower selalu menggunakan pasal 310 KUHP dalam
membalas para pengungkap fakta. Maka dari itu, menurut penulis untuk
menjamin terciptanya keamanan berupa perlindungan kepada whistle
blower perlu diatur dalam sebuah peraturan, untuk itu pada pembahasan
selanjutnya penulis akan mencoba mengkaji masalah tersebut.
2. Nilai Penting dari Keberadaan Justice collaborator dalam Sistem
Peradilan Pidana
Ide lahirnya Justice collaborator berasal dari spirit untuk
membongkar kasus yang lebih besar, mengingat korupsi merupakan
kejahatan terorganisasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu
lingkaran koordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Terkadang, para
pelaku juga membentuk kerja sama yang kolutif dengan aparat penegak
hukum serta membentuk jejaring komplotan koruptor yang solid. Berada
dalam kelompok ini menimbulkan apa yang disebut dalam dunia psikologi
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sebagai ‘paranoid solidarity’, yaitu perasaan takut akan dikucilkan, dibenci,
dan dijerumuskan dalam kelompok, sehingga mau tak mau para pelaku
akan saling melindungi satu sama lain.
Terlebih lagi, tindak pidana korupsi merupakan kelompok kejahatan
kerah putih, yaitu kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang
memiliki jabatan dan kedudukan penting dalam institusi negara.Hal ini
menunjukkan bahwa korupsi biasa dilakukan oleh orang-orang yang
cerdas, orang-orang yang mengerti seluk-beluk keuangan dan birokrasi
dalam institusinya. Untuk menutupi perilakunya, para pelaku cenderung
akan membuat sebuah skenario yang rapi dan sulit diidentifikasi oleh
penyidik dan kejaksaan sehingga mempersulit proses pemeriksaan di
persidangan.
Justice collaborator memiliki peranan yang sangat dominan dan
strategis dalam membantu aparat penegak hukum untuk membongkar dan
mengungkap tindak pidana. Hal itu dikarenakan, seorang Justice
Collaborator adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak
pidana terorganisir dan dilakukan secara berjamaah seperti tindak pidana
korupsi. Namun posisi seorang Justice Collaborator bukan merupakan
pelaku utama dari terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Orang yang
demikian tersebut dapat dijadikan sumber informasi dalam kaitannya
dengan adanya tersangka dan alat bukti lain dalam tindak pidana korupsi
yang belum ditemukan oleh penegak hukum.
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Justice collaborator sering digunakan untuk mengungkap
ketidakjujuran dan penyimpangan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan
rekan-rekannya dalam suatu tindak pidana. Upaya ini tentu bukan
pekerjaan yang mudah karena ia harus mengungkapkan dengan jujur apa
yang telah ia lakukan dengan rekan-rekannya dalam suatu tindak pidana
terorganisir yang dalam hal ini ia juga akan mendapatkan beban atas yang
diungkapnya dalam kesaksian tersebut. Apabila ditinjau berdasarkan peran
justice collaborator yang strategis untuk mempercepat pengungkapan
tindak pidana terorganisir, maka kebutuhan akan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai justice collaborator sangat diperlukan
sehingga diperlukan political will yang kuat baik dari pemerintah dan DPR
serta dari semua pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan
Justice collaborator terutama dalam kasus korupsi.
Dari sudut Hukum Acara Pidana, ada tingkat kesulitan pembuktian
karena prinsip bukti utama dalam tindak pidana adalah kesaksian. Karakter
kejahatan terorganisir yang berlaku di kalangan pelaku kejahatan adalah
loyalitas yang dikenal dengan “kesaksian diam atau sumpah diam (omerta),
yaitu komitmen dan aturan yang tidak tertulis di antara anggota mafia yang
tidak mudah digoyahkan. Pelanggaran atas omerta tersebut adalah nyawa
tebusannya bagi siapa pun yang melanggarnya.
Oleh karena itu, peranan dari justice collaborator merupakan sarana
pembuktian yang ampuh untuk mengungkapkan dan membongkar
kejahatan terorganisir, baik yang termasuk scandal crime maupun serious
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crime dalam tindak pidana. Justice collaborator dapat dijadikan alat bantu
pembuktian di dalam pengungkapan kejahatan dimensi baru (new
dimention crime), seperti perbuatan korupsi yang mana merugikan
perekonomian negara serta modus-modus korupsi menggunakan hi-tech,
bantuan dana dari hasil kejahatan corporate crime, customer fraud, illegal
fishing, illegal labour, dan cyber crime.
Problematika yang dihadapi di Indonesia saat ini bahwa pengaturan
Justice Collaborator belum diatur dalam KUHAP. Ketentuan di dalam
KUHAP hanya mengatur tentang hak-hak seorang pelaku dalam proses
peradilan pidana. Dalam aspek hukum acara pidana sendiri, pengaturan
tentang saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) dilakukan
dengan melakukan revisi terhadap ketentuan yang tercantum di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memberikan
pengaturan yang memadai dalam peradilan pidana. Dalam draft revisi
KUHAP saat ini telah memasukan pengaturan tentang saksi mahkota yang
dahulu belum mendapatkan pengaturan dalam proses peradilan pidana.
Namun demikian, istilah yang digunakan dalam KUHAP
mempunyai perbedaan dan tidak mengenal istilah Justice Collaborator
untuk menunjukan pada seseorang yang membantu aparat penegak hukum
untuk membantu mengungkap tindak pidana. KUHAP memakai istilah saksi
mahkota (Crown witness) yang merupakan istilah hukum yang digunakan
dalam Wetboek van Strafvordering (KUHAP) Belanda. Meskipun terdapat
persamaan antara saksi mahkota dan Justice collaborator yaitu kedua-
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duanya merupakan pelaku dalam suatu tindak pidana, namun jika dilihat
dari aspek inisiatif untuk memberikan keterangan/informasi tentang suatu
tindak pidana, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara saksi
mahkota yang dikenal dalam KUHAP dan Justice collaborator yang
merupakan istilah yang diadopsi dari Amerika. Pada saksi mahkota, inisiatif
untuk memberikan keterangan berasal dari aparat penegak hukum yang
kesulitan untuk mengungkap suatu tindak pidana karena kekurangan alat
bukti lainnya (bewijs minimum) sehingga aparat penegak hukum mengambil
salah satu pelaku yang mempunyai peranan yang minim untuk dijadikan
saksi terhadap pelaku lainnya dengan cara memisahkan berkas perkara
(split) antara saksi mahkota dengan pelaku yang lain.
Sedangkan pada Justice Collaborator, inisiatif untuk memberikan
keterangan/informasi tentang tindak pidana berasal dari dalam diri pelaku
yang dengan kesadarannya mengakui perbuatan yang dilakukannya dan
kemudian membantu aparat penegak hukum dengan memberikan
keterangan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya serta
keterlibatan pelaku utama lainnya dalam jaringan tindak pidana. Dengan
demikian, istilah yang saat ini digunakan dalam revisi Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yakni saksi mahkota untuk menunjuk
pada seorang pelaku yang dijadikan saksi oleh aparat penegak hukum
mempunyai pengertian yang berbeda dengan istilah Justice collaborator
yang dimaksud untuk menunjuk pada seorang yang membantu aparat
penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana. Justice collaborator
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bertujuan untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat
mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan
organisasi kejahatan. Dalam konteks ini, kasus korupsi di Indonesia yang
tidak pernah dilakukan sendirian melainkan bersifat kolektif, keberadaan
ketentuan justice collaborator merupakan celah hukum yang diharapkan
memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti di persidangan.
Jika kita kembali kepada esensi politik hukum pidana itu sendiri yang
berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang
sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-
masa yang akan datang, dengan kata lain bahwa politik hukum pidana
berusaha meneliti perubahan-perubahan yang terjadi untuk dapat
merumuskan kembali peraturan perundang-undangan saat ini (Ius
constitutum) menuju peraturan perundang-undangan masa mendatang (Ius
constituendum) sehingga peraturan tersebut dapat berdayaguna dan
berlaku secara efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena
itu, perlu dirumuskan kembali definisi saksi mahkota dan Justice
collaborator itu sendiri, apakah kedua istilah tersebut merupakan satu
kesatuan sehingga pengaturannya dapat disatukan, ataukah kedua istilah
tersebut adalah dua hal yang berbeda sehingga memerlukan pengaturan
tersendiri yakni untuk saksi mahkota dan Justice collaborator dalam
rumusan ketentuan yang berbeda sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam
penerapannya oleh aparat penegak hukum.
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Dengan demikian, dalam rangka pembaharuan hukum pidana
Indonesia khususnya hukum pidana formill (hukum acara pidana) berkaitan
dengan pengaturan Justice collaborator perlu dikaji dengan baik dan cermat
dengan meninjau kembali hakikat keberadaan dan peranan Justice
collaborator dalam peradilan pidana untuk dapat merumuskan menjadi
suatu kebijakan hukum pidana yang baik, sehingga politik hukum pidana
berkaitan dengan Justice collaborator dalam peradilan pidana khususnya
tindak pidana korupsi dapat mencapai sasaran yang diinginkan guna
memberantas tindak pidana korupsi dalam mewujudkan masyarakat
Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.
Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka wajar kiranya jika
penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa dengan banyaknya
permasalahan dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi, maka
sudah seharusnya kita mengambil suatu terobosan-terobosan yang
dianggap cenderung lebih efektif dalam menangulangi segala macam
bentuk kejahatan yang semakin lama semakan mengalami banyak
perkembangan.Tentunya terobosan-terobosan yang dilakukan dalam hal
perbaikan-perbaikan peraturan yang sudah dianggap ketinggalan zaman
karena tidak bisa menyesuaikan diri terhadap kemajuan yang ada sehingga
motif dan modus kejahatan semakin meningkat karena dalam sistem
peradilan pidana negara kita mengenal asas legalitas dimana suatu
perbuatan tidak dapat dihukum sebelum adanya ketentuan yang
mengaturnya terlebih dahulu.
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Mengingat keberadaan whistle blower dan justice collaborator
sangatlah penting dalam sistem peradilan pidana terutama membantu
aparat penegak hukum dalam hal pembuktian yang dilakukan dalam tahap
pemeriksaan hingga tahap persidangan, maka menurut penulis perlu
kiranya suatu formulasi hukum berupa kebijakan yang diberikan oleh
pemerintah sebagai bentuk apresiasi terhadap peran mereka dalam
mengungkap suatu tindak pidana yang terorganisir, maka pada pemahasan
selanjutnya penulis akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai ketentuan-
ketentuan yang mengatur whistle blower dan justice collaborator serta
kebijakan hukum pidana yang seperti apa yang dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai penyempurna dari Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam
kaitannya dengan peran seorang whistle blower dan justice collaborator.
3. Contoh Kasus Peranan Whistle Blower dan Justice Collaborator
Sebagai Alat Bantu Dalam Sistem Peradilan Pidana
Berkaitan dengan pembahasan mengenai seberapa penting dari
keberadaan whistle blower dan justice collaborator dalam membantu
penyidikan untuk mengungkap skandal kasus korupsi di Indonesia akan
penulis uraikan beberapa contoh kasus dimana peran dari keduanya bisa
memberikan titik terang bagi instansi penegak hukum dalam
mengembangkan kasus kosrupsi yang dilakukan secara terorganisir dan
berjamaah.
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Penulis mulai dengan peran whistle blower sebagai alat bantu dalam
sistem peradilan pidana yang pernah ada di Indonesia, namun sebelum
jauh membahas hal tersebut perlu penulis kemukakan ada beberapa
permasalahan dalam membahas peranan dari whistle blower dalam upaya
membantu tahapan-tahapan proses perkara tindak pidana korupsi
dikarenakan identitas dari whistle blower sebenarnya harus dirahasiakan
dari publik demi menjamin keselamatan seorang whistle blower, sehingga
beberapa kasus yang melibatkan whistle blower mengalami kesulitan dalam
mendapatkan informasi secara keseluruhan.
Namun beberapa kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di
Indonesia dimana awalnya seseorang dianggap sebagai pelapor atau
whistle blower tentang terjadinya suatu tindak pidana korupsi justru beralih
status menjadi pelaku yang pada akhirnya menjadi justice collaborator
seperti kasus yang menimpa mantan Kabareskrim Susno Duaji yang
melaporkan suatu tindak pidana korupsi yang menyeret mantan pegawai
Dirjen Pajak Gayus P Tambunan, begitu halnya dengan masalah yang
menimpa Agus Condro Prayitno sebagai anggota DPR sekaligus kader
Partai PDI Perjuangan yang melaporkan kasus tindak pidana korupsi dalam
skandal cek pelawak Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia dan pada
perkembangan juga diseret sebagai tersangka dalam kasus yang
melibatkan dirinya sendiri. Akan tetapi, terlepas dari keduanya sebagai
pelapor suatu tindak pidana korupsi yang pada akhirnya menjadi tersangka
baik kasus yang dilaporkannya maupun kasus yang pernah dilakukannya,
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namun penulis mencoba menarik suatu catatan penting bahwa peranan dari
seorang whistle blower seperti yang pernah dilakukan keduanya mampu
memberikan angin segar bagi instansi penegak hukum dalam
mengembangkan suatu tindak pidana korupsi yang tentunya akan
berdampak posisif bagi sistem peradilan pidana kita.
Berkaitan dengan whistle blower, kita lalu teringat pada sosok seperti
Komisaris Jenderal (Komjen) Pol.Susno Duadji, mantan Kepala Badan
Reserse dan Kriminal Kepolisian RI.Susno Duadji merupakan orang yang
pertama kali membeberkan adanya praktik mafia hukum yang menyeret
Gayus H.P. Tambunan dkk kepada publik. Gayus Tambunan adalah
pegawai Direktorat Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak
yang terlibat kasuspencucian uang dan korupsi puluhan miliaran rupiah.
Dalam testimoninya yang disiarkan media massa, Susno Duadji
mengungkapkan telah terjadi skandal rekayasa perkara yang
membebaskan Gayus dari dakwaan pencucian uang. Skandal Gayus itu
sendiri melibatkan seorang hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang,
jaksa senior, seorang petinggi Polri yang menjadi bekas bawahannya, dan
‘asisten’ Wakil Kepala Polri saat itu.
Posisi Susno Duadji dalam struktur Kepolisian RI sesungguhnya
sangat kuat untuk mengungkap perkara Gayus. Hanya saja begitu kuatnya
tembok solidaritas dikalangan atasan maupun koleganya di Mabes Polri,
laporan Susno terpental dan tidak terselesaikan secara tuntas. Maka tidak
ada pilihan lain, Susno pun melontarkan pernyataan kepada otoritas diluar
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organisasi kepolisian yang sesungguhnya lebih berwenang. Susno
membeberkan skandal Gayus ke media massa dan Satgas Pemberantasan
Mafia Hukum bentukan Presiden SBY.60
Kasus Agus Condro merupakan contoh terbaik dalam hal ini. Mantan
anggota DPR RI periode 1999-2004 dari Partai PDI Perjuangan tersebut
mengungkapkan kepada publik bahwa dia dan beberapa koleganya
menerima cek perjalanan sebagai suap dalam pemilihan Deputi Gubernur
Senior Bank Indonesia tahun 2000-an awal.
Agus Condro secara terbuka mengakui dia termasuk sebagai
penerima cek dari seorang pengusaha untuk diduga untuk memenangkan
calon deputi, Miranda Goeltom. Pengakuan Agus inilah yang membedakan
sikap dirinya dengan koleganya yang memilih bungkam, meski pada
akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. Secara tidak langsung skandal
yang melibatkan banyak politisi DPR ini dapat terkuat berkat pengakuan
Agus beberapa tahun setelah penyuapan terjadi.61
Selanjutnya contoh kasus yang melibatkan peran dari justice
collaborator dalam mengungkap dan membongkar kasus tindak pidana
korupsi yang juga secara tidak langsung memberikan bantuan bagi penyidik
dalam menemukan pelaku lain bahkan pelaku utama dalam sebuah skandal
kasus besar yang melibatkan tokoh sentral dalam suatu instansi yang
60 Abdul Haris Semendawai, dkk. 2011.Memahami Whistle blower. Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban. Jakarta. Hlm 17
61ibid, hlm 18
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memiliki kewenangan dan kekuasaan yang tinggi dalam melakukan tindak
pidana korupsi.
Ketika kita mencoba melihat sebuah contoh kasus yang menonjolkan
seberapa penting peran dari justice collaborator dalam membantu sistem
peradilan pidana dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi, maka
penulis lebih tertarik dalam membahas justice collaborator tindak pidana
korupsi dalam kasus pembangunan wisma atlet yaitu Mindo Rosalina
Manulang. Sebagai justice collaborator, Mindo Rosalina Manulang mau
membantu instansi penegak hukum yang saling berkaitan dalam sistem
peradilan pidana untuk membongkar kasus korupsi yang melibatkan dirinya
sendiri, tentu itu bukan hal mudah dilakukan oleh suatu tersangka maupun
saksi.
Akan tetapi, sidang pemeriksaan saksi dalam kasus terdakwa
mantan bendahara umum Partai Demokrat sekaligus sebagai anggota
DPR, M. Nazaruddin menghadirkan saksi Mindo Rosalina Manulang
sebagai bekas anak buah dari terdakwa yang kemudian membuka tabir
tentang bagaimana kasus-kasus korupsi yang pernah melibatkan bekas
bosnya dahulu. Namun tidak sampai disitu, Rosa juga membongkar kasus
yang diketahuinya sebagai tindak pidana korupsi.
Pengakuan Mindo Rosalina Manulang sebagai justice collaborator
dalam sidang yang digelar di Pengadilan Khusus TIPIKOR Surabaya Senin
16 Januari 2012, menyeret beberapa petinggi Partai Demokrat dan
beberapa Pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adapun orang-
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orang yang disebut Rosa dalam persidangan tersebut diantaranya Mirwan
Amier sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Mahyuddin sebagai
Ketua Komisi X DPR, Anggelina Sondakh sebagai anggota DPR sekaligus
kader Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai
Demokrat, Andi Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
Selain menyebutkan keterlibatan orang-orang besar diatas, Rosalina
Manulang juga menejelaskan di muka persidangan tentang bahasa simbol
yang biasa dipakai oleh orang-orang dalam melakukan kejahatan
terorganisir, hal itu menurut penulis sangat rumit diketahui arti sebenarnya
tanpa adanya pengakuan dari salah satu pelaku dari tindak pidana tersebut.
Karena bahasa seperti itu tujuannya menyulitkan bagi penyidik untuk
mengerti maksud yang sebenarnya sehingga bahasa tersebut hanya
dipakai pada jaringan orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi
tersebut.
Berdasarkan pengakuan Mindo Rosalina Manulang sebagai bagian
dari esensi justice collaborator dalam proses persidangan dalam
mengungkap bagaimana kronologis tindak pidana itu dilakukan serta siapa-
siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan dirinya
juga tentu menjadi titik terang bagi instansi penegak hukum untuk
mengembangkan kasus yang ditangananinya maupun informasi-informasi
yang muncul dari justice collaborator tersebut untuk segera ditindaklanjuti.
Instansi penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan
pidana tersebut terbukti berhasil membongkar skandal kasus tersebut
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hingga tahap pemidanaan berkat bantuan dari seorang justice collaborator.
Langkah awal yang kemudian dijadikan oleh penyidik dalam mengungkap
kasus tersebut tentunya dari pengakuan dan sifat koperatif dari justice
collaborator sehingga beberapa nama diatas sampai saat ini masih
menjalani pidananya sebagai pertanggungjawaban dari tindak pidana yang
dilakukan. Berhasilnya sistem peradilan pidana dalam memproses semua
orang yang terlibat dalam tindak pidana yang terorganisir tersebut tidak





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
di atas, ada beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai
berikut:
1. Kehadiran seorang whistle blower dan justice collaborator dalam
mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di
lingkungan sekitarnya sangat membantu proses pemeriksaan dari
tahapan penyelidikan hingga tahap pemeriksaan di Pengadilan
sehingga secara tidak langsung eksistensi dari keduanya dapat
memberikan sedikit kemudahan bagi Kepolisian, Kejaksaan, dan
Instansi hukum lainnya dalam mengungkap kejahatan tindak
pidana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem
Peradilan Pidana kita. Seperti peranan dari Komjen Susno Djuaji
dalam membongkar kasus makelar kasus perpajakan yang
berhasil menyelematkan negara dari kerugian 25 Milyar. Begitu
pula halnya peran dari Mindo Rosalina Manulang yang mau
bekerjasama dengan penyidik dalam mengungkap tindak pidana
korupsi dalam kasus pembangunan wisma atletyang sekaligus
melibatkan dirinya sendiri, berdasarkan kesaksian darinya
penegak hukum berhasil menyeret tersangka lain sekaligus
91
menyelematkan keuangan negara yang besarnya hingga milyaran
rupiah.
2. Bahwa beberapa kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam
Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sudah memberikan kesan
yang positif dalam hal pemberian perlindungan berupa
perlindungan fisik dan hukum, penanganan secara khusus, dan
penghargaan kepada whistle blower dan justice collaborator.
Namun terlepas dari terobosan tersebut diatas penulis
menganggap kebijakan yang perlu diperhatikan adalah kebijakan
mengenai pembebasan dari tuntutan pidana dan perdata terhadap
keduanya, sehingga partisipasi publik dalam membantu penegak
hukum mengungkap tindak pidana korupsi semakin meningkat.
B. Saran
Berdasarkan temuan pada kesimpulan diatas, maka penulis
merumuskan saran sebagai berikut:
1. Bahwa mengingat pentingnya keberadaan dan peran dari
seorang whistle blower dan justice collaborator dalam
mengungkap tindak pidana korupsi, maka diharapkan kepada
instansi penegak hukum yang terkait dalam jaringan sistem
peradilan pidana untuk menyamakan persepsi yang menurut
penulis harus dimulai dengan mengsinergitaskan sejumlah
peraturan yang menjadi pegangan masing-masing instansi.
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2. Bahwa melihat banyaknya suatu kebijakan yang belum diatur
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini, maka perlunya
formulasi tersebut dirumuskan dalam suatu peraturan yang
memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dalam
menerapkannya akan bisa diterima baik oleh masyarakat. Salah
satu hal yang penting menurut penulis yang tidak dirumuskan
dalam undang-undang revisi tersebut adalah dasar hukum bagi
instansi yang berwenang dalam menentukan seseorang menjadi
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